


KAT A SAMBUT AN 

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha 
Esa atas segala rahmat-Nya sehingga Pusat 
Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan 
Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI sebagai salah 
satu unsur pendukung DPR RI dapat menyelesaikan 
penyusunan Buku Analisis Dan Evaluasi Undang­ 
Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial 
Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang 
Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial 
Berdasarkan Peraturan Pelaksana. 

Kami menyambut baik dan mengapresiasi buku Analisis Dan 
Evaluasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi 
Yudisial Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 18 
Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 
2004 Tentang Komisi Yudisial Berdasarkan Peraturan Pelaksana 
berdasarkan data dan informasi dari pemangku kepentingan, akademisi, 
serta Lembaga Swadaya Masyarakat. 

Buku analisis dan evaluasi pemantauan peraturan pelaksanaan 
undang-undang ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi DPR RI 
dalam melaksanakan fungsi pengawasan yaitu pengawasan 
pelaksanaan undang-undang dan referensi dalam penyusunan Program 
Legislasi Nasional serta masukan dalam penyusunan naskah akademik 
rancangan undang-undang perubahannya. Lebih lanjut kami berharap 
bahwa buku ini bermanfaat dalam meningkatkan kinerja Badan Keahlian, 
Sekretariat Jenderal DPR RI dalam memberikan dukungan kepada 
fungsi pengawasan. 

Tentunya masih banyak kekurangan dalam buku ini, oleh karena itu 
kami mengharapkan masukan serta kritik yang konstruktif sebagai 
perbaikan isi dan struktur penyajian buku ini sehingga diharapkan dapat 
menghasilkan kajian yang lebih akurat pada kajian selanjutnya. 

Dr. lnose th.,s Sam�ul, S.H,, M.Hum. 

NIP.196507101990031007 
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KATA PENGANTAR 

Pasal 248 UUO NRI Tahun 1945 mengamanatkan 
adanya lembaga negara, yaitu Komisi Yudisial, yang 
bersifat mandiri, berwenang mengusulkan pengangkatan 
Hakim Agung dan mempunyai wewenang lain dalam 
rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, 
keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Selanjutnya 
mengenai Komisi Yudisial diatur dalam Undang-Undang 
Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 
22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial. 

Sebagai unsur pendukung keahlian kepada OPR RI, Pusat 
Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang sebagaimana tugas dan 
fungsinya telah melakukan pemantauan peraturan pelaksanaan dan 
menyusun Buku Analisis Dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 
2004 Tentang Komisi Yudisial Sebagaimana Telah Diubah Dengan 
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial 
Berdasarkan Peraturan Pelaksana guna mendukung fungsi pengawasan 
pelaksanaan undang-undang OPR RI, mengingat undang-undang ini 
telah lebih 17 (tujuh belas) tahun dibertakukan dan telah 3 (tiga) kali 
dilakukan pengujian di Mahkarnah Konstitusi. 

Dalam melakukan penyusunan analisis dan evaluasi, data dan 
informasi yang dibutuhkan terkait pelaksanaan undang-undang diperoleh 
melalui wawancara tertulis dan diskusi virtual dengan para pemangku 
kepentingan, pakar, dan profesional pada tingkat pusat, dan hasil 
pengumpulan data dan informasi tersebut selanjutnya dilakukan analisis 
yang pada akhimya dapat dilakukan evaluasi terhadap undang-undang 
ini. 

Buku Analisis dan evaluasi tersebut juga terdapat didalam website 

puspanlakuu.dpr.go.id dengan harapan agar semua pihak yang 
memerlukannya dapat memperolehnya dengan mudah. Oisisi lain data 
dan informasi serta rekomendasi yang kami sajikan dapat bermanfaat 
dalam mendukung tugas dan fungsi DPR RI dalam bidang pengawasan 
melalui pengawasan pelaksanaan undang-undang serta dalam 
penyusunan naskah akademik rancangan undang-undang perubahan 
Undang-Undang tentang Komisi Yudisial. 
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Kami menyadari bahwa buku ini masih memiliki kekurangan karena 
keterbatasan yang ada pada kami, namun kami sangat rnenghargai 
apabila para pembaca dapat menyampaikan saran dan kritik 
membangun agar kami dapat memperbaikinya di masa yang akan 
dating. Kepada semua Pihak yang telah berkenan memberikan 
dukungan dan masukan dalam kegiatan ini, kami ucapkan terima kasih 
dan penghargaan sebesar-besamya. 

Jakarta, Juni 2021 
Kepala Pusat Pemantauan 
Pelaksanaan Undang-Undang, 

Ora. Tanti Sumartini, M.Si. 
NIP.196310011988032001 
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BABI 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Salah satu ciri penting negara hukum yang demokratis 
(democratische rechtsstaaf) atau negara demokrasi yang berdasar 
alas hukum (constitutional democracy) adalah adanya kekuasaan 
kehakiman yang independen dan tidak berpihak (independent and 
impartial). Apapun sistem hukum yang dipakai dan sistem 
pemerintahan yang dianut, pelaksanaan prinsip kekuasaan 
kehakiman yang independen dan tidak berpihak haruslah benar­ 
benar dijamin disetiap negara demokrasi konstitusional. Sehubungan 
dengan hal tersebut, negara Indonesia sebagai negara hukum 
memiliki konsekuensi untuk menjamin kekuasaan kehakiman yang 
merdeka untuk menjalankan peradilan guna menegakan hukum dan 
keadilan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).1 

Perubahan UUD NRI Tahun 1945 rnemberikan landasan hukum 
yang kuat bagi reformasi bidang hukum dengan menata kembali 
badan-badan peradilan yang ada dan lembaga yang berwenang 
membina dan rnengawasi badan-badan peradilan tersebut. Salah 
satu substansi penting dari perubahan UUD NRI Tahun 1945 adalah 
pada Pasal 248 yaitu dibentuknya sebuah lembaga Komisi Yudisial. 

Secara historis, Komisi Yudisial (KY) merupakan lembaga 
negara yang diharapkan mampu rnemperbaiki citra lembaga 
peradilan sesuai tuntutan reformasi Tahun 1998 yang mengemuka 
saat itu. Maksud awal (original intent) pembentukan KY disandarkan 
kepada keprihatinan mandalam rnengenai kondisi peradilan yang 
muram dan ketakutan masyarakat akan praktik korupsi peradilan 
serta keinginan masyarakat agar kekuasaan kehakiman yang 
dilaksanakan oleh Mahkamah Agung (MA) dan badan-badan 
peradilan dibawahnya benar-benar rnerupakan kekuasaan kehakiman 
yang rnerdeka, independent, dan bebas dari intervensi manapun. 2 

1 Gunawan A. Tauda, Komisi Negara lndependen, Yogyakarta: Genta Press, 2012. hal. 38. 

2 Delinisi Judicial Com,ption m....uM lnteman:,nal Sar Assor,;,tJan pada lntinya sebagsi beriklll 
Slstem hukum dap8l meriadi kon.p Kdifca edanya sua!u Tll\dal,;sn atau kelaleiM yang 
dlperh�ungl<an akan mengalobalkan hilengnya silaJ lrrlperalal peradilan, HCata khl,UIUI. korup� 
terjadl mBf1ak,11h seonmg Hakim alau Peiahat pengadMan mencai alau menerirna keuntungan 
dalam bentuk apapun ""'1ut,ungan dengan penggunaan !<ekuasaan auiu bndakan lainnya, ccntoh 
Undo!< pidan& korupsl pemdi!M adalah penyuapan; pen1puan; penggunaan sarana publik untuk 
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Secara konstitusional, tugas pokok dan kewenangan KY telah 
diatur dalam Bab IX UUD NRI Tahun 1945 mengenai kekuasaan 
kehakiman, yaitu Pasal 24A ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang 
menentukan bahwa "Ca/on Hakim Agung diusulkan Komisi Yudisial 
kepada Dewan Perwaki/an Rakyat untuk mendapatkan persetujuan 
dan selanjutnya ditetapkan sebagai Hakim Agung oleh Presiden" dan 
Pasal 248 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang mengatur "Komisi 
Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan 
pengangkatan Hakim Agung dan mempunyai wewenang lain dalam 
rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, 
serta perilaku hakim". Melihat konstruksi hukum yang disandarkan 
pada Konstitusi tersebut, Jimly Asshidiqie menyimpulkan bahwa KY 
merupakan lembaga negara yang berfungsi sebagai lembaga yang 
mengawasi perilaku hakim dan sebagai lembaga yang berfungsi 
menegakkan sistem etika hakim terhadap lembaga kekuasaan 
kehakiman dalam rangka mewujudkan gagasan negara hukum dan 
prinsip good governance. 3 

Menimbang posisi strategis tersebut, KY diatur dengan undang­ 
undang tersendiri sebagaimana amanat Pasal 248 ayat (4) UUD NRI 
Tahun 1945 bahwa • Susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi 
Yudisial diatur dengan Undang-undang". Pada Agustus 2004, 
dibentuklah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi 
Yudisial yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 
Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 
Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (UU KY). 

UU KY terdiri atas 7 (tujuh) Bab dan 49 (empat puluh sembilan) 
pasal. Undang-undang 1rn mengatur secara nna mengenai 
wewenang dan tugas KY yaitu mengusulkan pengangkatan Hakim 
Agung dan wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan 
kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Adapun hakim 
yang dimaksud adalah Hakim Agung dan hakim pada badan 
peradilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah MA, 
sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI Tahun 1945. Berkaitan 
dengan wewenang tersebut, dalam undang-undang ini juga diatur 
mengenai pengangkatan dan pemberhentian Anggota KY; syarat­ 
syarat untuk diangkat menjadi Anggota KY yang harus mempunyai 
pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki 

kepentingan pribadi; penghilangan dengan sengaja dokumen pengadilan; dan perubahan dengan 
sengaja dokLmen pengadilan 
3 Jimly Asshiciqie. Perl<embangan dan Konsilidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi. Jakarta: 
Sina, Grafika, 2012. ha. 88-89. 
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integritas dan kepribadian yang tidak tercela; penentuan secara tegas 
mengenai jumlah keanggotaan KY; pengangkatan dan 
pemberhentian Anggota KY oleh Presiden dengan persetujuan 
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI); larangan 
rangkap jabatan bagi Anggota KY; pencantuman Kode Etik dan/atau 
Pedoman Perilaku Hakim sebagai pedoman KY dalam rangka 
menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta 
perilaku hakim; panitia seleksi untuk mempersiapkan Anggota KY; 
permintaan bantuan oleh KY kepada aparat penegak hukum untuk 
melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan dalam hal 
adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh hakim; pemanggilan 
paksa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan 
terhadap saksi yang tidak memenuhi panggilan 3 (tiga) kali berturut­ 
turut; penjatuhan sanksi baik ringan, sedang, maupun berat, kecuali 
pemberhentian tetap tidak dengan hormat dilakukan oleh MA atas 
usul KY. 

UU KY yang telah berlaku lebih dari 16 (enam belas) tahun 
mengamanatkan beberapa peraturan pelaksanaan sebagaimana 
diuraikan dalam Tabel 1 dan 2 berikut: 

Table 1 .  
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komlsl Yudisial 

PERLAKYANG 
NO AMANATPASAL TENTANG TEL.AH KETERANGAN 

DITETAPKAN 
1 Pas-17 Tall! car a Peratur1111 Komi!I Di ca but dang an 

ayat (21 pemitihan Yudisial No.1 Peraturan Kcmi5' 

pirnpman Komisi Tahun 2005 Yudisial No.3 
Ketentuan Yudisial tentang Tata Cara Tahun 2018 

mengenai tats cara Pemilihan tentang Tata car a 
pemilihan pimpinan Pimpinan Komisi Pemi�han 
Komisi Yudisial Yudisial Pimpinan Komisi 
dlatur o/eh Komis/ Yudisial 
Yud/slal. 

2. Pau.:il 8 Kedudukan Peratunu, Masih bertalcu 
protokoler dan hak Pemerintah No.39 

Kedudukan keuangan Ketua, Tahun 2017 

protokoler dan hak Wakil Ketua, dan lenlang Hak 
keuangan Ketua, Anggota Komisi Keuangan Dan 
Wakil Ketua, dan Yudisial Fasilitas Anggota 
Anggota Konisi Komisi Yudisial 
Yudiaial 
dibertalrukan 
katentwn 
pen,tun,n 
petUndallQ- 
und•no•n """' 

Analisi, Dan Evakmi lJndonc-Undanc- ll Tahun 2004 Tentalll - Yudl5iol 
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PERLAKYANG 
NO AMANATPASAL TENTANG TEUUt KETERANOAN 

DITETAPKAN 
"""'bat ,_,ara. 

3. Pasal 12 Susunan Perat..-an Presiden Masih bet1aku 
ayat (21 orgnaisasi, tugas, No.68 Tahun 2012 

tanggung jawab, tentang Sekretariat 
�tentuan dan tata kerja Jenderal Kcmisi 
rnengenai susunan Sekrelanat Yudisial 
otr,nai,sasi, tugas, Jenderal l<Dmisi 
tanggung j,,wab, Yudisial 
dan tata l<elja 
�rial JBnderal 
dln,r denpn 
,,.,._.n 

PrNJdwl. 
4. Paul 1& Seleksi C8lon Peraluran l<Dmisi P-uran Komisi 

ayat (1) Hami Agi.r,g Yudisial No.1 Yudisial No.2 
Tahun 2014 Tahun 2016 

Pengajuan calon lentang Seleksi lentang Seleksi 

""""" 
llgung Hakim A!J,ng C8lon Hakim 

kepada 

""""" 
Agung 

Yu<ktilill tw,,us 

memperhaliluin 
pe,syaralan uttuk 
dapat mangkat 
sebagai Hakim 
Agung 
sebagaimana 
dl.tur dll/am 
petWturan 

perundang- 
undanaan. 

5. Pasal 22 Tata Cara Peraturan Kanisi Masih beflaku 

ayat (81 Pengawasan Yudi!ial No.2 
Hakim Tahun 2005 

Kelenluan lebih tentang Tata Cara 
/anjut mengenai tata Pengawasan 
ca,a pe/aksanaan Hakim 
tugas sebagaimana 
dimaksud pada ayat 
(1) dlmJr oleh 

Komlai Yudlml. 

6. P11sal24 Penghargaan Keputusan Masih bertaku 
aym (2) kepada hakim Bersama Ketua 

alas prestasi dan Mahkamah Agung 
Ketentuan jasanya dalam Dan Ketua Kcmisi 
1111Jngenai lateria menegalckan Yudisial No. 
pe�rian kehonnalan dan 0471KMA/SKB/IV12 
pengharyaan dilttur keluhuran 009 
o/eh Komis/ martabat serta 02/SKB/P.KY/IV/20 
Yudlalal. menajga perilaku 09 tentang Kode 

hakim Etik Dan Pedoman 
Perilaku Halcim 

7. Pasal33 Pembentuka,, Peraturan Komisi Bernasarkan data 
avat 131 susunan. dan tata Yudisial No.6 van a disampaikan 

---..-,. unci.11-llT...., Z004 JenlanlKomlsi Yudisial 
Sebop.-Telah Oiuboh � -.,.undanc-11 TalHHI 2011 ... 
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Sumba: puspariakw.dpr.go.,d 

PERLAKYANG 

NO AIIANAT PASAL TENTANG TELAH l<ElBU.NGAN 
DITETAPKAN 

kerja Dewan Tahu11 2005 oh,h Kcmlsi 
Ketentuan Kehormalall tentang Dewan Yudisial, Peraturan 
mengena, Kcmisi Yudisial Kehormatan Kcmisi Kcmisi Yudisial ini 
pembentukan, Yudisial masih berlaku 
susunan, da11 lata 
kelja Dewan 
Kehormatan Komsi 
Yudisial dialur oleh 

Komis/ Yud,-,I 

Table 2. 
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial 

PERLAK YANG 
NO AIIANA T PASA.L TENTANG TE LAH KETERANGAN 

DITETAPKAN 
1. Pasal I angka 2 Pembentukan, Peraturan Komisi Dicabut dengan 

susunan, dan tata Yudisial No.1 Peraturan Korn isi Pasal 3 kerja penghubung Tahun 2012 Yudisial No.1 ayat (31 
Komisi Yudisial di lentang Tahun 2017 

Ketentuan lebih daerah Pernbentukan, tentang 
/anjut mengenai Susunan, dan Pembentukan, 
pembentukan, Tata Kerja Susunan, dan 
susunan, dan lata Penghubung Tata Kerja 
kelja penghubung Komisi Yudisial di Penghubung 
Komisi Yudisial di Daerah Komisi Yudisial di 
daerah 

Daer ah 
sebagaimana 
dimaksud ayat (2) 
d/llfur dengan 
Penrturan Kam/al 
Yudisia/. 

2. Pasal 13 huruf • (Tidak Peraturan Komisi 
mengamanatkan Yudisial No.3 Kcmisi Yudisial peraturan Tahun 2015 dan mempunya, 
pelaksanaan) Peraturan Komisi wewenang: 

Yudisial No.5 Mengusulkan 
Tahun 2016 pengangkatan 

hakim agung dan ten tang Seleksi 
hakim ad hoc di Calon Hakim Ad 
Mahkamah Agung Hoc Hubungan 
kepada DPR untuk Industrial 
mendapatkan 
�uiuan; 

3. Pasat19A Kade Etik Keputusan Masih ber1aku 
danlatau Ber.;ama Ketua 

Da/am rangka Pedoman Mahkamah 
menjaga dan Peri/aku Hakim Anuna Dan Ketua 

Analisis Dan Evaluasl Undang--Unang Nam« 22 Tahun 2004 Tentang Kamisi Ylldislal 
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NO 

4. 

5. 

6. 

AIIANAT PASAI.. 

menegakkan 
kehormatan, 
keluhuran martabat, 
serta pedaku 
hakim, Konisi 
Yudisial 
belpedoman pada 
Kade EJic danlatau 
Pedoman Pedaku 

Hakim yang 
detapkan oleh 
Kol1"5i Yudisia/ 
bersama 
Mahkamah An•-- 

Pasal I 

angka 12 

Pasal22 

ayat (7) 

Ketentuan lebih 
/anjut mengenai - 
cara pe/aksanaan 
tugas sebagaimana 
dimaksud pada ayal 

(1) dildul' ..,,,,.,. 
Pernunn Komis/ 
Yud/silll 

Pasal I 
angka 13 

Pasal 22E ayat (4) 

Ketentuan 
mengenai tata cara 
pemariksaan 
sebagaimana 
dimaksud pada ayat 
(1) dilltur beruma 

ohlh Koml•i 
Yudial8/ dltn 

llehbm•h Asluna 

Pasal I 
angka 23 

Pasal 40A ayat (2) 

Ketentuan 
menuenai tata cara 

TENTANG 

Tata cara 
pelaksanaan 
tugas 

pemantauan dan 
pengawasan 
perilaku Hakim 
melak.i laporan 
masyarakat 
dan/ata.J 
intonnasi tentang 
dugaan 
pelanggaran 
Kode Elik 
dan/atau 
Pedoman 
Perilaku Hakim 
Tllla can, 

pemeriksaan 
pelanggaran Kode 
Etik dan/atau 
Pedoman Periaku 
Hakim 

Tata cara 
pembentukan dan 
tala kerja Majelis 
Kehonnatan Hakim 

PERLAKYANO 
TE LAH 

DITETAPKAN 

Komisi Yudisial 
No. 
047/KMA/SKB/IV/ 
2009 
02/SKBIP.KY/IV/ 
2009 tentang 
Kode Etik Dan 
Pedoman 
Perilaku Hakin 

Peraturan Komisi 
Yudisial No.4 
Tahun 2013 

tentang Tata 
Cara 
Penanganan 
L.aporan 
Masyarakat 

Peraturan Bersama 
Mahkamah Agung 
Dan Komisi 
Yudisial No. 
03/PB/MA/IX/2012, 
No.03/PB/P.KY/09/ 
2012 tentang Tata 
Cara Pemeriksaan 
Bersama 

Peraturan Bersama 
Mahkamah Agung 
Dan Komi&i 

Yudisial No. 
04/PB/MA/IX/2012 
04/PBIP.KY/09/201 
2 tentana T ala 

KETERANGAN 

Dicabul dengan 
Peraturan Komisi 
Yudisial No.2 
Tahlm 2015 
tentang 
Penanganan 
L.aporan 
Masyarakat 

Berdasarkan data 
yang disampaikan 
oleh Komisi 
Yudisial, Peraturan 
Bersama 
Mahkamah Agung 
dan Komisi Yudisial 
ini masih ber1aku 

Berdasarkan data 
yang disampaikan 
oleh Komisi 

Yudisial, Peraturan 
Bersama Ketua 
Mahkamah Agung 
Dan Ketua Komisi 

61 
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PERLAKYANO 

NO AIIANATPASAL TENTANO TE LAH KETERANGAN 

IXTETAPKAN 

pembantukan d,m Cara Pembentukan Yudisial masih 

tata kerja Maje/is Tata Kerja, Dan berlaku 
Kehonnatan Hal<im Tata Cara 
sebagaimana Pengarnbilan 
dimeksud pada ayat Keputusan Majelis 
(1 J dlmlr ,_,..""' Ki!homlalan Hakim 
o/cl/r Komlai 

Yud/ml dlin 

llahlramah. 

Selain peraturan pelaksanaan yang diamanatkan dalam UU KY, 
terdapat peraturan pelaksanaan dari undang-undang lain yang terkait 
dengan tugas KY sebagaimana diuraikan didalam Tabel 3, Tabel 4 
dan Tabel 5 berikut ini: 

Table 3. 
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 
tentang Mahkamah Agung 

PERLAKYANG 

NO AIIANAT PASAL TENTANG TE1.AH KETERANGAN 

DITETAPKAN 

1. Pasal I Tata cara Peraturan Bersama Betdasarl<an data 
angka & pembentukan, tata Mahkamah Agl.Olg yang disampaikan 
Pas.I 11Aayn kerja, dan tata Dan Kamisi oleh Kamisi 
(13) cara pengambilan Yudisial No.04/PB Yudisial, Peraturan 

keputusan Majelis IMAIIX/2012 Jo No. Bersama Ketua 
Kehonnatan 04/PB/P.KY/09/201 Mahkamah Agung 
hakim 2 tentang Tata Dan Ketua Kamisi 

Cara Pembentukan Yudlslal ma.sih 
, Tata Kerja, Dan bmalcu 
Tata Cara 

Pengambilan 
Keputusan Majelis 
Kehormatan Hakim 

2. Pasall Kode etik dan Keputusan Berdasari<an data 
angka 13 pedoman perilaku Bersama Ketua yang disampaikan 
Pasal 32A hakim Mahkamah Agung oleh Komisi 
ayat (4) Dan Ketua Komisi Yudisial, 

Yudisial No.047/ Keputusan 
Kode etw. dan KMA /SKBIIV/2009, bersama Ketua 
pedoman pedaku 02/SKBIPKY/IV/ Mahkamah Agung 
haiam sebagaimana 2009 tentang Kode Dan Ketua Kamisi 
dimaksud pada ayat Etik Dan Pedoman Yudisial maslh 
(3) dMap#tM oleh Perilalw Hakim berlaku 
Korn/a/ Yudlalal 
dan llahllamah 

Anali>is Dan Evoluasi Undq-Undq-22 Tah!NI 2004 -...- -I 
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PERLAKYANO 

NO AMANATPASAL TE.NTANG 1cLAH KETERANGAN 
DITETAPKAN 

A .. unn. 

Sumber. puspanlakuu.dP"".QOJd 

Table 4. 
Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan 

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 
tentang Peradilan Umum 

PENEWBURAN 

NO AIIANATPASAL TENTANG 
PERLAKYANG 

KETERANGAN 
1ELAH 

Dl1ETAPKAN 

1. Pasal I Proses selekSI Peraturan Bersama Berdasarxan data 

angu 5 hakim pengatilan Mahkamah Agung yang disampaikan 

Pasal 14 negeri dan Komisi Yudisial oleh Komisi 

A ayat (3) No. 01/PB/MMX Yudisial. Peraturan 
/2012 dan 01/PB/ Bersama 

K1Jtentuan lebih P.KY/O!l/2012 Mahkamah Agung 

/anjut mengenai tentang Seleksi dan Komisi Yudisial 

proses se/eksi Pengangkatan ini masih berlaku 

dhdur ,,.,_ma Hakim 
aleh •hbmah 

A11""fl dan Komisi 
Yudlalal. 

Sumber: pu"fl"Jllakuu.dpr.goJd 

Table 5. 
Undang-Undang Nomor4 Tahun 2014tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi 
Menjadi Undang-Undang 

PENELUBURAN 

NO AIIANATPASAL TENTANG 
PERLAKYANG KEnRANGAN 

TEL.AH 

Dl1ETAPKAN 

1. Pasal I angu 3 TiiLO. car a Peraturan Kom151 Berdasarkan data 

Pasal 1 BC ayat (5) pemtlihan Panel Yudisial No.2 yang disampaikan 

Ahli Haldm Tahun 2014 oleh Komisi 

Ketentuan lebih Konst1tu!II tentangPencabutan Yudisial, Peraturan 

/anjut mengenai tata Peraturan Komisi Komisi Yudisial ini 

cara perrilihan Yudisial No.9 masih berlaku. 

Panel Ahl Tahun 2013 

sebagaimana tentang Panel Ahli Peraturan 
dunaksud pada ayal Uji Kelayakan dan pelaksanaan ini 

(2) huruf d dlalur Kepatutan Calon cukup unik karena 

defflllln �n Hakim Konstilusi bersifat mencabut. 

Anallsis Dan Evakmi IJndanc-Undonl - 22 T- 2004 Tentanc IComisf Yudisial 
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NO AIIANATPASAI.. 

KomiaiYudi.,,/ 

TENTANG 

PBELUSURAN 

PERLAKYANG 

TEL.AH 

DITETAPKAN 

Pencabutan ini 

berdasar1<an 
pertimbangan 
bahwa UU MK 
dinyatakan 
bertentangan 
dengan UUD NRI 
Tahwl 1945 dan 
tidak mempunyai 
kekuatan huko.m 
mengikat 
berdasar1<an 
Putusan 
Mahkamah 

Konstilusi No.1- 
2/PUU-Xll/2ll1,4 

2. Paull Tata cara 

"' 
Peraturan Kamisi Berdasarl<an data 

anglu, 4 Pasal 20 kelayakan dan Yudi,ial No.3 yang disampaikan 
ayat (2) kepaMan yang Tahun 2014 oleh Komisi 

dilaksanakan oleh tentang Yudisial, Peraturan 
Ketentuan Panel Ahli Hakim Pencabutan Kamisi Yudisial iri 
mengenai tata cara Konstitusi Peraluran Komisi masih berlaku. 
uji lcelayakan dan Yudi,ial No.10 
kepalutan yang Tahun 2013 P-..ran 
dilaksanakan olt>h lentang Uji pelaksanaan ini 

Panel Ahi Kelayakan dan a,kup urik karena 

sebagaimana Kepatutan Calon bersifat mencabul 
dimaksud dalsm Hakim Konstitusi Pen cab utan ini 

Pasal 1 BA ayat (1} berdasarkan 
dlatur oleh Kom/8/ pertimbangan 
Yudlml bahwa uu MK 

dinyatakan 
bertentangan 
dengan UUD NRI 
Tahun 1945 dan 
tidak mempunyai 
kekuatan huko.m 
mengikal 
b..-dasar1<an 
Putusan 
Mahkamah 
Konslitusi No.1- 
2/PUU-Xll/2014 

Sumber: pusparlakuu.dpr.go.ld 

Selain data dan informasi mengenai peraturan pelaksanaan dari 
5 (lima) undang-undang terkait dengan tugas KY sebagaimana 
diuraikan di alas, juga terdapat beberapa peraturan pelaksanaan 
yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas KY sebagai berikut: 

AnalisisDanEweluasi�-U-2004-r...,.-­ 
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a. Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 
02/PB/MNIX/2012 - 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan 
Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (Peraturan 
Bersama MA - KY tentang Panduan Penegakan KEPPH) sebagai 
tindak lanjut dari Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung 
Dan Ketua Komisi Yudisial Nornor 047/KMA/SKB/IV/2009 - 
02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku 
Hakim (Keputusan Bersama Ketua MA - Ketua KY tentang 
KEPPH). Adapun Keputusan Bersama Ketua MA dan Ketua KY 
merupakan tindak lanjut dari amanat Pasal I angka 13 yang 
menyisipkan Pasal 32A ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 
1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 
tentang Mahkamah Agung (UU MA); 

b. Peraturan Komisi Yudisial Nomor 7 Tahun 2013 tentang Susunan 
Organisasi dan Pembidangan Kerja Komisi Yudisial yang 
mencabut Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Ketua Bidang Komisi Yudisial dan Peraturan Komisi 
Yudisial Nomor 2 Tahun 2011 tentang Wewenang dan Tugas 
Ketua, Wakil Ketua, dan Ketua Bidang Komisi Yudisial. Hal mana 
dalam bagian menimbang dan rnengingat pada Peraturan KY ini 
tidak ditemukan pasal yang mengamanatkan untuk membentuk 
peraturan delegasi dimaksud; dan 

c. Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kode Etik 
dan Pedoman Perilaku Anggota Komisi Yudisial yang mencabut 
Peraturan Komisi Yudisial Nomor 05 Tahun 2005 tentang Kode 
Etik dan Pedoman Tingkah Laku Anggota Komisi Yudisial. Hal 
mana dalam bagian menimbang dan rnengingat pada Peraturan 
KY ini tidak ditemukan pasal dalam UU KY yang mengamanatkan 
untuk membentuk peraturan delegasi dimaksud. 

Berdasarkan hal tersebut di atas, terbitnya berbagai peraturan 
pelaksanaan undang-undang merupakan hal yang mutlak diper1ukan 
guna menunjang implementasi suatu undang-undang. Sehubungan 
dengan hal tersebut, untuk mengetahui sejauh mana efektifitas 
peraturan petaksanaan UU KY, juga keterkaitan antara UU KY 
dengan UU lainnya, merupakan urgensi dilakukannya analisis dan 
evaluasi peraturan petaksanaan UU KY. Selain itu berdasarkan 
pertimbangan logis bahwa UU KY masuk dalam Program Legislasi 
Nasional (Prolegnas) Tahun 2020-2024 pada nomor urut ke-75 
dengan pengusul DPR RI untuk dilakukan penyusunan Rancangan 

Analisis Dan Evaluasl Undanc-l)ndanc Nomor 22 Tah!MI 2004 Tentang Komisi Yudislal 
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Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Kedua Atas UU KY 
sehingga diperlukan data tentang hasil pemantauan dalam 
penyusunan naskah akademis RUU perubahannya. 

Memperhatikan hal tersebut di alas, DPR RI yang memiliki 
fungsi konslitusional berdasarkan ketentuan Pasal 20A ayat (1) UUD 
NRI Tahun 1945 yaitu fungsi pengawasan berkewajiban untuk 
melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang 
sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Pasal 69 ayat (1) jo. Pasal 70 
ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 
13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Alas Undang-Undang 
Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3). 

Dalam rangka mendukung salah satu fungsi pengawasan DPR 
RI yaitu pengawasan pelaksanaan undang-undang sebagaimana 
diatur dalam UU MD3 tersebut dan juga Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 5 
ayat (3) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib 
(Talib DPR RI), Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang 
(Puspanlak UU) sebagai salah satu dari sistem pendukung 
(supporting system) di bidang keahlian kepada DPR RI , telah 
melakukan pemantauan peraturan pelaksanaan UU KY dengan 
melakukan penyusunan analisis dan evaluasi peraturan pelaksanaan 
UU KY berdasarkan pengumpulan data dan informasi dari Akademisi, 
KY, Badan Pengawas Mahkamah Agung, dan Lembaga Swadaya 
Masyarakat, dalam hal ini Indonesian Legal Roundtable (ILR). 

Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh, analisis dan 
evaluasi difokuskan pada 3 (tiga) peraturan pelaksanaan UU KY, 
yaitu Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial 
Nomor 02/PB/MA/IX/2012 - 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan 
Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Peraturan 
Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 
03/PB/MNIX/2012 - 03/PB/P.KY/09/2012 tentang Tata Cara 
Pemeriksaan Bersama (Peraturan Bersama MA KY tentang Tata 
Cara Pemeriksaan Bersama). dan Peraturan Komisi Yudisial No. 3 
Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemilihan Pimpinan (PKY No.3 Tahun 
2018), karena ketiga peraturan pelaksanaan tersebut dinilai belum 
dapat melaksanakan ketentuan Pasal yang mendelegasikannya. 
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B. Pennasalahan 

1 .  Bagaimana efektivitas implementasi peraturan pelaksanaan UU 
KY mengenai pelaksanaan wewenang KY sebagaimana diatur 
dalam UU KY dan berbagai amanat undang-undang terkait 
tersebut? 

2. Bagaimana relevansi materi muatan peraturan pelaksanaan 
sebagai tindak lanjut dari amanat UU KY terkait dengan Yudisial 
Review, Pemeriksaan Bersama, dan Tata Cara Pemeriksaan 
pemilihan Pimpinan KY dengan situasi saat ini? 

3. Apakah perlu dilakukan perubahan/penggantian peraturan 
pelaksanaan tersebut? 

c. Maksud Dan Tujuan Kegiatan 

1.  Untuk mengetahui efektivitas implementasi peraturan pelaksanaan 
mengenai pelaksanaan wewenang KY sebagaimana diatur dalam 
UU KY dan berbagai amanat undang-undang terkait. 

2. Untuk mengetahui relevansi materi muatan peraturan 
pelaksanaan sebagai tindak lanjut dari amanat UU KY terkait 
dengan Yudisial Review, Pemeriksaan Bersarna, dan Tata Cara 
Pemeriksaan pemilihan Pimpinan KY dengan situasi saat ini. 

3. Untuk mengetahui perlu atau tidaknya dilakukan perubahan atau 
penggantian terhadap peraturan pelaksanaan UU KY. 

D. Metode Penelitian 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis empms atau 
penelitian lapangan4 yakni penelitian hukum mengenai pemberlakuan 
atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada 
peristiwa hukum tertentu yang terjadi di dalam masyarakat5 dengan 
maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta dan data yang 
dilanjutkan dengan identifikasi rnasalah dan akhimya menuju pada 
penyelesaian masalah.6 

Data yang didapatkan dari penelitian yuridis empiris merupakan 
data primer. Data tersebut dipadukan dengan data sekunder berupa 
bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan terkait KY, 

• Suharsimi Ariki.nto, Prosedur Penelitian Sualu Pendekatan Prakter, Jakarta: Rineka Cipta, 
2006, hal. 126. 

5 Abdulkadir Muhammad, Hu/rum dan Peneltian Hukum, Bandung: Citra Adilya Bakti, 2004, hal. 
134. 

6 Banbang Waluyo, Peneftian 1*Jlcum Dalam Praldek . .Jakal1a: Sim,r Grafika, 2002, hal. 15. 
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bahan hukum sekunder antara lain buku, laporan penelitian hukum, 
dan jumal hukum, serta bahan hukum tersier yakni kamus hukum. 7 

Adapun data primer diperoleh dengan melakukan wawancara. 
Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang 
berlangsung secara lisan untuk mendengarkan secara langsung 
informasi-informasi atau keterangan-keterangan.8 Wawancara 
menggunakan alat berupa daftar pertanyaan yang telah disiapkan 
sebagai pedoman wawancara sesuai dengan permasalahan yang 
akan dicari jawabannya tanpa menutup kemungkinan untuk 
menambah pertanyaan lain yang bersifat spontan sehubungan 
dengan jawaban yang diberikan. 9 

Setelah data tersebut terkumpul, hasil pemantauan peraturan 
pelaksanaan UU KY diuraikan dengan metode IRAC (Issue, 
Regulation, Argument/Analysis, Conclusion). William H. Putman 
menggambarkan IRAC sebagai pendekatan terstruktur untuk 
penyelesaian masalah. Format IRAC membantu memastikan 
komunikasi yang jelas tentang pokok bahasan yang kompleks dari 
analisis masalah hukum. 10 

7 Soetandyo Wig11osoebrolo, Hukum (Paradigma, Melode, dan Dinamilca Masalahnya). Jakarta: 
ELSAM dan HUMA, 2002, hal. 155. 
8 Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodalogi Panelilian, Jakarta: Bumi Akaara, 2001, hal. 81. 

• Sugiyono, Metoda Pe-n Manajemen, Bandung: Alfabela, 2014, hal. 384. 
10 WiUiam H. Putman, "Legal Research, Analysis, and Wriing, 4"' Edition" dalam • Legal Writing 
Guideknes' oleh fakuttas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2020, hal. 16. 
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BABU 

LANDASAN TEORI 

A. Nonna Peraturan Perundang-undangan 

Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang 
memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk 
atau ditetapkan oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang 
melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang­ 
undanqan." Menurut A. Hamid S. Attamimi dalam kaitannya dengan 
pembentukan norma dalam peraturan perundang-undangan 
mengandung 3 (tiga) unsur sebagai berikut: 1 .  norma hukum 
(rechtsnirmen); 2. berlaku ke luar (naar buiten werken); dan 3. 
ber1aku ke luar dalam arti luas (leemeenheid in ruinezin).12 

Pendapat lain dikemukakan oleh Burkhardt Krems yang 
menyatakan bahwa Hukum tentang pembentukan peraturan 
perundang-undangan negara disebut dengan 'staatsliche 
rechtssetzung", itu menyangkut: 1 .  isi peraturan (lnhaft der Regelung) 
2. bentuk dan susunan peraturan (Form de Regeleung) 3. metode 
pembentukan peraturan (Methode der Ausarbeitung der Rege/ung) 4. 
prosedur dan proses pembentukan peraturan ( Verfahren de 

Ausarbeitung der Regelung). Apabila menggunakan pemikiran 
Burkhardt Krerns ini sebagai pendekatan, maka per1u ditindaklanjuti 
mengenai perihal isi, bentuk dan susunan peraturan, metode 
pembentukan peraturan, serta prosedur dan proses pembentukan 
peraturan ketika mendeskripsikan mengenai 'pembentukan peraturan 
perundang-undangan·. Perihal 'isi' identik dengan istilah "materi 
muatan'. Materi muatan menekankan pada isi dari ketentuan 
peraturan perundang-undangan. Norma-norma hukum yang bersifat 
dasar biasanya dituangkan dalam undang-undang dasar (UUD) atau 
hukum yang tertinggi di bawah UUD ada undang-undang sebagai 
bentuk peraturan yang ditetapkan oleh legislatif. Namun karena 
materi yang diatur dalam undang-undang itu hanya terbatas pada 
soal-soal umum, diper1ukan pula bentuk-bentuk peraturan yang lebih 

" Pasal 1 UU PPP. 

12 A. Hamid. S. Allammi. Peranan Kepausan Presiden Reput,jJt Indonesia Dalam 
Penyelenggaraan Pemerintahan Negara (Suatu Stum AnaJis: Keputusan Presidr,n Yang 
Berfungsi Peraturan Dalam Kurun Waktu Pe/ila I - Pella V}, Disertasi, Program Pascasarjana 
Universitas Indonesia, 1990, hal 357. 
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rendah sebagai peraturan pelaksana undang-undang yang 
bersangkutan. 13 

Selaras dengan pemikiran Burkhardt Krems mengenai norma 
hukum yang berjenjang, Hans Nawiasky juga berpendapat bahwa 
selain norma itu ber1apis-lapis juga berkelompok-kelompok. 
Kelompok-kelompok tersebut dalam struktur tata hukum Indonesia 
adalah: 

1 .  Staalfundamentalnorm yaitu Pancasila (Pembukaan UUD NRI 
1945); 

2. Staatsgrundgezet yaitu Batang Tubuh UUD NRI 1945, Tap MPR; 
3. Forme/1 gezets yaitu Undang-Undang; 
4. Verordnung en autonome satzung yang secara hirarkhis mulai 

dari Peraturan Pemerintah, Gubemur dan Bupati/Walikota, hingga 
Peraturan Kepala Desa" 

Berdasarkan hal tersebut diatas, Forme// gezets merupakan 
norma yang lebih kongkrit karena sudah dapat dilengkapi ketentuan 
mengenai sanksi-sanksi bagi pelanggamya. Jenis terakhir, 
Verordnung en autonome satzung berupa peraturan pelaksanaan 
atau peraturan delegasi yang mengatur lebih kongkrit dibandingkan 
dengan Forme/1 gezets.15 Keberadaan hierarki peraturan perundang­ 
undangan dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia merupakan 
sebuah sistem untuk menjaga adanya konsistensi dan ketaatan 
dalam hukum positif di Indonesia. Kesesuaian antara suatu norma 
dengan norma lainnya semata demi memberi jaminan kepastian 
hukum kepada masyarakat. Maka tata urutan atau hierarki atau 
tingkatan dalam tata hukum/peraturan perundang-undangan adalah, 
Pertama, peraturan hukum atasan merupakan dasar hukum 
pembentukan peraturan hukum bawahan. Kedua, peraturan hukum 
bawahan merupakan pelaksanaan peraturan hukum atasan. Oleh 
karena itu, kedudukannya lebih rendah dan materi muatanya tidak 
boleh bertentangan. Ketiga, manakala terdapat dua peraturan 
perundang-undangan dengan materi muatan mengatur materi sama 

13 A. Hamid S. Allamimi. Peranan Keputusan Presiden Republilc Indonesia Dalam 
Penye/enggaraan Pemerintahan Negara (Suatu Studi Ana/is: Keputusan Presiden Yang 
Berfungsi PeraturBn Dalam Kurun Waldu PeJta I - Pe/ita \/), hat. 300. 

"Maria Farida lndrati Soeprapto, //mu Perundang.undangan, Dasar-Dasar Pembentukannya, 
Yogyakaf1a: Kanisius, 2004, hal 456. 

15 A. Hamid S. Altanimi, Peranan Kepulusan Pre-n Faipublilc Indonesia Dalam 
Penyelenggaraan Pemenntahan Negara (suatu Studi Ana/is: Keputusan Presiden Yang 
Berfungsi Peraturan Dalam Kurun Waldu Pella I- Pelita \/), hal. 318. 
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dan dengan kedudukan sama maka ber1aku peraturan perundang­ 
undangan baru.16 

Dalam konteks hukum nasional pada umumnya substansi 
peraturan perundang-undangan, terutama undang-undang tidak 
memuat pengaturan secara mendetail melainkan hanya memuat 
secara garis besar, mengingat lingkup ber1akunya secara nasional. 
Hal ini berdasarkan pertimbangan, antara lain: 17 

1 .  Agar undang-undang mempunyai masa ber1aku lama karena 
substansi pengaturannya mudah menyesuaikan dengan 
perubahan keadaan dan perkembangkan kebutuhan hukum 
masyarakat; 

2. Pengertian hal-hal yang bersifat teknis, cukup dibuat dalam 
peraturan pelaksanaannya; 

3. Perangkat hukum di bawah undang-undang lebih mudah dan 
cepat dalam proses pembentukan dan perubahannya; 

4. Agar Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota dalam pelaksanaannya dapat menyesuaikan 
dengan kondisi, keadaan dan sesuai dengan kemampuan daerah 
masing-masing. 

B. Sumber Kewenangan Peraturan Delegasi 

Sumber kewenangan delegasi dalam peraturan perundang­ 
undangan melahirkan produk peraturan perundang-undangan yang 
sering disebut dengan istilah Peraturan Pelaksana. Peraturan 
Pelaksana yaitu peraturan-peraturan yang berfungsi sebagai 
pelaksana undang-undang atau yang disebut dengan istilah 
"delegated legislations• sebagai "subordinate legislations". Disebut 
sebagai "delegated legislations" karena kewenangan untuk 
menentukannya berasal dari kewenangan yang didelegasikan dari 
undang-undang oleh pembentuk undang-undang (legislature).18 

Berkaitan dengan cara memperoleh kewenangan menurut A. 
Hamid S. Attamimi dibedakan atas kewenangan atribusi dan 

16 Reino Saraswati, Perkembangan F'Dngaluran Sumber Hukum dan Tata Urutan F'Draturan 
Perundang-Undangan di Indonesia, Media Hukum, Vol. IX, No. 2, (April-Juni 2009), hal 1. 

17 Zaelani, F'Dfmpahan Kewenangan Dalam Pllmentukan Pllraturan Perundang-undangan 
(Delegation of Authoruly Tire Esrablishment Of I..Bgislation Regu/atioan), Jumal Legislasi 
Indonesia Vol. 9 No. 1 April 2012, llal. 127. 

18 Jimly Aashiddiqie, Perihal Undang-Undang, Jakarta: Konsti1usi Press, Cet.1, 2006, hal. 218. 
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kewenangan delegasi. Pemaharnan terkait dengan kewenangan 
tersebut antara lain:•• 

1 . Kewenangan atribusi adalah penciptaan kewenangan (baru) oleh 
konstitusi/gronwet atau oleh pembentuk wet yang diberikan 
kepada suatu organ negara, baik yang sudah ada ataupun yang 
dibentuk baru untuk itu. 

2. Kewenangan delegasi adalah penyerahan kewenangan untuk 
membentuk peraturan perundang-undangan dari delegans 
(pemegang kewenangan asal yang memberi delegasi) kepada 
delegataris (yang menerirna detegasi) atas tanggung jawab 
sendiri. 

Dalam konteks hukum positif Indonesia pendelegasian 
wewenang legislasi (delegated legislation) dalam pembentukan 
peraturan perundang-undangan dengan konsep perintah dan 
kewenangan. Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, 
sebagairnana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 
2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU 
PPP) menyatakan, yang pada inlinya peraturan perundang-undangan 
• . . .  diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan bukum mengikat 
sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang 
lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan". Keberadaan 
rumusan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) UU PPP telah mempertegas 
bahwa jenis peraturan delegasi yang di hasilkan oleh beberapa 
lembaga negara selain eksekulif sebagairnana disebutkan UUD NRI 
Tahun 1945 yang berarli bahwa peraturan delegasi karena atas 
perintah peraturan perundang-undangan atau dibentuk berdasarkan 
kewenangan. 

C. Peraturan Pelaksana/Delegasi 

Asas digunakan sebagai dasar pengutamaan suatu aturan 
hukum terhadap aturan hukum lainnya dengan melihat pada tiga 
kriteria, yaitu: hirarki (hierarchy), kronologi (chronology), dan 
kekhususan (specialization).20 Berdasarkan tiga kriteria ini, dikenal 

19A. Hamid S. Attamimi, Peranan K,,putusan Presiden Repubtik Indonesia Dalam 
Penye/enggaraan Pltmerintahan Negara (Suatu Sludi Ana/is: Kt1pulusan Pmsiden Yang 
Berfungsi Pltratu,an Delam Ku,un WaJdu Pit/ta I - Pe/l;a V}. hal 347. 

2° F ran\:QiS Ost, translated by lain Stewart. LBgal System btltween Order and Disorder. Oxford: 
Clarendon Press Oxford. 2002. h ... 52. 
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asas, prinsip, atau kaidah hukum (legal maxim): "Jex superior derogat 
Jegi inferiOrf (the higher rule prevails over the lower), 'lex posterior 
derogat Jegi priorf (the later rule prevails over the earlier), dan "lex 
specialis derogat Jegi generalf (the more specific rule prevails over 
the less specific).21 Asas lex superior derogat legi inferiori bermakna 
undang-undang (norma/aturan hukum) yang lebih tinggi meniadakan 
keberlakuan undang-undang (norma/aturan hukum) yang lebih 
rendah. Menurut Peter Mahmud Marzuki asas lex superior derogat 
legi inferiori mengacu kepada dua atau lebih peraturan perundang­ 
undangan yang mempunyai kedudukan yang sama secara hierarki, 
namun ruang lingkup materi muatan antara peraturan perundang­ 
undangan tersebut tidak sama, yaitu yang satu merupakan 
pengaturan secara khusus dari yang lain.22 Menurut Bagir Manan dan 
A.A. Oka Mahendra, asas ini memiliki makna bahwa peraturan 
perundang-undangan yang secara hierarki lebih tinggi 
mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang secara 
hierarki lebih rendah. Namun terdapat pengecualian apabila substansi 
peraturan perundang-undangan yang lex superior mengatur hal-hal 
yang oleh undang-undang ditetapkan menjadi wewenang peraturan 
perundang-undangan yang lebih inferiori. 23 

Pengertian asas diatas memiliki keterkaitan dengan pelimpahan 
kewenangan khususnya dalam pembentukan peraturan delegasi. 
Secara eksplisit UU PPP tidak memperkenankan pelimpahan 
pembentukan peraturan pelaksanaan dari suatu Undang-Undang 
secara bebas, namun harus sesuai dengan jenis dan hierarki 
peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh UU PPP 
tersebut, yaitu Undang-Undang hanya dapat melimpahkan 
pengaturan lebih lanjut substansi pengaturan kepada perangkat 
hukum yang sejenis atau lebih rendah tingkatannya. 

Sejalan dengan ini seperti yang telah dikemukakan oleh Jimly 
Asshiddiqie bahwa pendelegasian kewenangan ( delegation of rule­ 
making power) mengatur lebih lanjut dari undang-undang kepada 
menteri atau pejabat setingkat menteri dibatasi hanya untuk 
pengaturan mengenai norma-nonna hukum yang bersifat teknis 

21 Jerzy Stelmach & Bartosz Brozek, Methods of Legal Reasoning. Dordrecht: Springer. 2006, 
hal. 162. 

" Peter Mahmud Mar2ulci, Peneitian Hukum, Jakarta: Penerbil Kencana Pn,nada Media Grup, 
Edisi Revisi, 2013. hal. 139. 

23 
A.A. Oka Mahendra. Harmonisasi Peralutan Perundang-Undangan, Jakarta: Mikel Hukum 

Tata Negara dan Peraturan Perundang-undangan. diput,likasikan pada 29 Maret 2010. 
httpJ/ditjenpp kemenkLmham go jd, diakses pada tanggal 6 Juni 2021. 
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administratif. Sedangkan norma-norma hukum yang mengandung 
pengaturan lebih lanjut rnengenai substansi hak dan kewajiban tidak 
didelegasikan, apalagi disubdelegasikan. 2• 

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka kedudukan atau fungsi 
dari peraturan delegasi adalah: 

1 .  Untuk menjalankan Undang-Undang (UU) agar operasional. 
2. Hanya berisi ketentuan lebih lanjut (rincian) dari ketentuan yang 

telah terdapat dalam UU induknya. 
3. Tidak mengubah (tidak menambah, tidak mengurangi, tidak 

menyisipi, tidak memodifikasi) suatu ketentuan, materi, dan 
pengertian yang telah ada dalam UU yang 'dijalankannya' atau 
yang menjadi induknya, termasuk tidak boleh menciptakan suatu 
badan atau wewenang. 

4. Tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan 
yang lebih tinggi tingkatannya. Jika peraturan delegasi yang 
melampui muatan delegasi, maka peraturan itu batal demi hukum 
(van rechtwege nietig void), karena ditetapkan oleh pejabat atau 
badan yang tidak berwenang. 

Dengan kata lain, peraturan delegasi dibentuk untuk menutupi 
keterbatasan UU, sehingga tidak terjadi kekosongan hukum. 
Berdasarkan penjelasan diatas, rnaka keber1akuan peraturan 
delegasi dalam sistem hukum Indonesia telah memiliki legitimasi 
hukum yang sangat kuat. Untuk itu, peraturan delegasi ada untuk 
melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi 
(verordnung satzungen). 

D. Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

Asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan diatur 
didalam Pasal 5 UU PPP yang rnenyebutkan bahwa dalam 
membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan 
berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang­ 
undangan yang baik, yang meliputi: 

1 .  Kejelasan tujuan; 

Yang dimaksud dengan "asas kejelasan tujuan· adalah bahwa 
setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus 
mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. 

"Jimly Asshiddiqie, Perilla/ Undang-Undang, hal. 218. 
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2. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; 

Yang dimaksud dengan "asas kelembagaan atau pejabat 
pembentuk yang tepat' adalah bahwa setiap jenis Peraturan 
Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau 
pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang 
berwenanq. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat 
dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga 
negara atau pejabat yang tidak berwenang. 

3. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; 

Yang dirnaksud dengan "asas kesesuaian antara jenis, hierarki, 
dan materi muatan" adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi 
muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan 
Perundang-undangan. 

4. Dapat dilaksanakan; 

Yang dimaksud dengan "asas dapat dilaksanakan· adalah bahwa 
setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus 
memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan 
tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, 
maupun yuridis. 

5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan; 

Yang dimaksud dengan "asas kedayagunaan dan kehasilgunaan" 
adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat 
karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam 
mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bemegara. 

6. Kejelasan rumusan; dan 

Yang dirnaksud dengan "asas kejelasan rurnusan" adalah bahwa 
setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi 
persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, 
sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang 
jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai 
macam interpretasi dalam pelaksanaannya. 

7. Keterbukaan. 

Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan· adalah bahwa dalam 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari 
perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau 
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penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. 
Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai 
kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan 
dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5 UU PPP bahwa 
dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus 
berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang­ 
undangan yang baik yang salah satu diantaranya yaitu Asas 
Kelembagaan dan Organ Pembentuk Yang Tepat Dalam asas ini 
setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh 
lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang 
berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat 
dibatalkan atau batal demi hukum, apabila dibuat oleh 
lembaga/pejabat yang tidak berwenang.25 

E. Teori lndependensi Kekuasaan Kehakiman 

1 .  lndependensi Kekuasaan Kehakiman 

Kata independen atau independensi merupakan kata 
serapan dari katalndependence, yang artinya adalah the state of 
quality of being independent; a country freedom to manage all its 
affairs, whether external or internal without countrol by other 
country (terjemahan: syarat sebuah negara dikatakan independen 
adalah negara itu bebas dalam mengelola semua urusannya, 
tanpa intervensi, baik itu dari ekstemal atau intemal)26• Lebih jauh 
lagi, Jika dilihat dari padanan katanya, yakni mandiri, 
independensi dapat diartikan bebas yang memiliki makna tidak 
memiliki ikatan pada pihak lain dalam melakukan segala bentuk 
aktivitasnya, bebas, otonom, ketidakberpihakan, kemandirian, 
atau hal lain yang memiliki persamaan makna tidak memiliki 
ketergantungan pada organ atau lembaga lain, dan dapat 
menjalankan tindakan sendiri termasuk dalam membuat suatu 
keputusan27• 

Mengingat independensi bersifat otonom dan mandiri, maka 
masing-masing wilayah kekuasaan, baik eksekutif, legislatif, dan 

25 Rosyid Al Atok. Konsep Pernbentukan Pemtu,an Perundang-Undangan Teori, Sejamh, Dan 
Perbandingan Dengan Beberapa Negara Bikamera/, Malang: Setara Press, Ed. Revisi, 2015, hal. 
28. 

26Gamer, Black's law Dictionary, USA: West Group, Seventh Edition, 1999, hal. 74. 

27Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 
Edisi Ketiga, 2005. 
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Negara Hukum Republik Indonesia". Selaniutnya, Hakim dalam 
menjalankan kekuasaan kehaklman sebagai memeriksa, 
mengadili dan memutus perkara wajib menjaga kemandirian dan 
tidak bisa dfinleNensl dari pfhak manapun sebagaimana amanat 

dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman. 
Kemudian, Hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus 
perkara harus berdasarkan pertimbangan pada alasan dan dasar 
hukum yang tepat dan benar sebagai wujud profesionalisme, 
sebagalmana amanat Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) UU 
Kekuasaan Kehakiman, yang bert>unyi sebagai berikut 

(1) Dalam memerlksa dan memulus perkara, haklm bertanggung 
jawab alas penelapan dan putusan yang dibuatnya; 

(2) Penetapan dan putusan seb.Jgaimana dlmaksud pada ayat (1) 
haros memuat pertimbangan hulcum hakim yang dldasarkan 
pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar 

2. Pengawasan Perilaku Hakim 

Pengaturan lembaga peradilan dan kekuasaan kehakiman 
dimuat dalam Bab IX Perubahan Ketiga UUD NRI Tahun 1945, 
dengan judul Kekuasaan Kehakiman. 

Bahwa dalam Bab IX (Kekuasaan Kehakiman) 
mengintroduksi suatu lembaga baru yang berkaitan erat dengan 
penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yaitu KY, yang 
diamanatkan dalam Pasal 248 ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 
NRI Tahun 1945. 

·Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang 
mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai 
wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan 
kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim ". 

Amanat Konsitusi tersebut ditindaklanjuti dengan 
dlsahkannya UU No. 22 Tahun 2004. UU ini mengatur wewenang 
dan tugas KY, yaitu mengusulkan pengangkatan Hakim Agung 
dan wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan 
kehormatan, keluhuran martabal serta perilaku hakim. Hakim 
yang dimaksud adalah Hakim Agung dan Hakim pada badan 
peradilan di semua lingkungan peradllan yang berada di bawah 
MA dan Hakim Mahkamah Konstitl.Jsi (MK), kemudian daJam 

perkembangannya dimohonkan Judicial review (JR) oleh 31 Hakim 
Agung, yang menganggap hak dan kewenangan konstltusionalnya 
d1rugikan dengan ber1akunya UU No. 22 Tahun 2004. Dalam 
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perkembangannya dimohonkan JR oleh 31 (tiga puluh satu) 
Hakim Agung, yang menganggap hak dan kewenangan 
konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya Undang-Undang 
Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (UU No. 22 
Tahun 2004), khususnya yang berkaitan dengan "pengawasan 
hakim" yang diatur dalam Bab Ill, Pasal 20 dan Pasal 22 ayat 
(1)  huruf e dan ayat (5) UU No. 22 Tahun 2004, serta yang 
berkaitan dengan usul penjatuhan sanksi yang diatur dalam Pasal 
21 ,  Pasal 23 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 24 ayat (1), 
Pasal 25 ayat (3) dan ayat (4) UU No. 22 Tahun 2004 
dihubungkan dengan Pasal 1 angka UU KY. 

Permohonan dengan menghapuskan beberapa pasal dalam 
LIU KY tersebut, akhimya dikabulkan sebagian oleh MK. Sejak 
Putusan MK Nomor: 005/PUU-N/2006, tanggal 23 Agustus 2006, 
praktis KY tidak memiliki kewenangan yang signifikan dalam 
menjalankan pengawasan hakim, khususnya terkait pengawasan 
hakim pada MK dan Hakim MA. Dalam perkembangannya, 
ternyata eksistensi KY justru diperkuat dengan diundangkannya 
paket LIU di bidang peradilan tahun 2009, yakni UU 
Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 
tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang 
Perubahan Kedua Alas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 
tentang Peradilan Umum (LIU Peradilan Umum), Undang-Undang 
Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah 
diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 
tentang Peradilan Agama (UU tentang Peradilan Agama), serta 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata 
Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan 
Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan 
Tata Usaha Negara (UU PTUN) serta LIU KY. Pada intinya paket 
LIU tersebut mengembalikan dan merinci fungsi dan Kewenangan 
KY untuk melakukan pengawasan serta menambah sejumlah 
kewenangan baru, antara lain: 

a. Menyusun dan menetapkan bersama MA, Kade Etik dan 
Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH); 

b. Menjadi anggota dalam Majelis Kehormatan Hakim yang 
berperan dalam menentukan pemberhentian Hakim; 

c. Menganalisis putusan pengadilan dalam rangka 
merekomendasikan mutasi hakim; 

d. Melakukan pemeriksaan bersama dengan MA. 

• Analisi, Dan Evaluasl Undang-\Jndanl- ll Tohun 2004 Tentanc - Yudlslal Sebaplmana Telah Diubah Denpn Undang-Undans -18 Tahun 21111 ... 
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Terkait pemenuhan amanat ketentuan Pasal 32A jo. Pasal 
81 B UU MA, maka disusunlah KEPPH. Pembentukan Kade Etik 
dan Pedoman Perilaku Hakim ditetapkan dengan Keputusan 
Bersama Ketua MA - Ketua KY tentang KEPPH, yang 
ditandatangani pada tanggal 8 April 2009. 

Pengaturan etika dan perilaku hakim dalam Keputusan 
Bersama tersebut, menetapkan 10 (sepuluh) prinsip yaitu: 1). adil, 
2). Jujur. 3). arif dan bijaksana, 4). mandm, 5). integritas tingg1, 6). 
tanggungJawab, 7). menjunjung tinggi harga diri, 8). dislplin 
tinggi, 9). rendah hati, dan 10). profesional. Da!am Bab Penutup 
terdapat 5 (lima) norma tentang: (1). Penanggung Jawab, (2). 
sanksi. (3). lembaga pemeriksa, (4). laporan perneriksaan, dan 
(5). forum ajudikasi. 

-Ada beberapa prinsip dalam KEPPH iditafsirkan bahwa KY 
dapat pula mengawasl sebagian dari pelaksanaan tungsl teknis 
yudisial hakim, drantaranya: Pertama; Butir 8.1. (Berdisiplin 
Tinggl) "Halcim berl<ewajiban mengelahui dan mendalami set1a 
melaksanakan t.ugas pokok sesuai dengan peraturan pe.rundang­ 
undangan yang berlaku, khususnya hulwm acara. agar dapat 
menerapl<an hukum secara benar dan dapat memenutu rasa 
keadilan bag/ setiap pen earl keadilan'. Kedua, butlr 10.4. "Hakfm 
wajib menghindan tetJadinya kekeliruan dalam membuat 
keputusan, atau mengabail<an fakta yang dapat menjeral 
terdakwa atau para pihak atau dengan senga1a membuat 
pertimbangan yang menguntungkan terdakwa eteu para pthak 
dalam mengadlli suatu perl<ara yang d;tanganinya•. Dianggap 
masuk ke ranah aspek teknis yudisial Jlka buktl yang dljadian 
dasar penentuan ada Udaknya pelanggaran adalah dokumen­ 
dokumen yang dibual hakim dalam menjalankan tugasnya, 
termasuk putusan pengadllan. Jlka bukti yang dijadikan dasar 
penentuan ada.lbdaknya pelanggaran adalah keterangan saksi­ 
saksi, rekaman sidang pengadilan, pernyataan hakim di media 
massa atau dokumen yang dibual di luar fungsi yudislal, maka hal 
lni masuk ranah perilaku.211 KEPPH memual kewajlban hakim 
untuk menJalankan hukum acara (bulir 8.1) atau larangan 
membuat putusan secara tidak profesional (butir 10.4) harus 
dipaham, rnaksud dan tujuannya yakni memberikan abstraksl 

29 Rifqi s._Assegaf dllUll1 SUsi Dwi Harijanto. Negara Hukum yang berl<eadilan, Bandung: Pusat 
Studi Keb1Jakan Negara faiajtas Huktm Univer!itas Paqajaran (PSKN FH UNPAD) 2011 hal. 
137. " ' 
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perilaku hakim yang diharapkan (bukan sebagai dasar 
menjatuhkan sanksi).30 

3. Kewenangan Judicial Review pada Mahkamah Agung 

Dilembagakannya JR menurut teori Hans Kelsen karena 
peraturan perundang-undangan dari tingkat yang rendah tidak 
boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang 
lebih tinggi atau dikenal dengan teori Stufenbauw ades Recht the 
Hierarkhy of Law Theory 

The Legal order . . . .  ,  is therefore nota system of norms 
coordinated to each other. standing, so to speak, side by 
side on the same level, but a hierarchy of different level of 
norms 

(sebuah tata hukum bukanlah merupakan suatu sistem 
kaidah-kaidah hukum yang berhubungan satu sama lain 
dalam kedudukan yang sederajat melainkan merupakan 
berhirarki dari kaidah-kaidah yang berada sederajat).31 

Sebagaimana telah diuraikan diatas Hans Kelsen 
menunjukkan kekhawatlran akan timbulnya konllik antara norma 
yang leblh tinggi dengan norma yang lebih rendah, bukan hanya 
menyangkut hubungan anlara UU dengan k.eputusan pengadilan, 
tetapi juga menyangkul antara konstitusi dengan UU. Oleh karena 
ilu Kelsen mengemukakan syarat agar kepatuhan terhadap 
konstitusi dapal terjamin, yakni: Pertama, adanya organ yang 
diberi otoritas untuk melakuk.an pengujian hukurn JR. dan Kedua, 
tersedianya mekanisme atau prosedur, tennasuk dalam hal lni 
menyangkut azas-azas dan kaidah-kaidah hukum untuk pengujian 
hukum.32 

Dalam perspektif teori kons!itusl dianutnya sistem JR. berarti 
suatu pencapaian tahap akhir konsolidaS1 konsep negara hukum 
dimana konstitusi {UUD) diakui sebagal hukum tertinggl yang 
secara efektif, herus menjadl acuan bagi produk-produk yang 
lebih rendah tingkalannya. Suatu kecenderungan yang bersifa1 

30 lim Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, Mewujudkan Kekuasaan Kehal<iman yang Merdeka 
dan Bertanggung Jawab, Buletin Kornisi Yudisial, Vol. IV No. 6, Juni - J .. , 2010, hal. 16. 

31 Hans Kelsen, Translated by Andrew Wedberg, Russel & Russel, Genea/ Thf!JOry of Law, NeW 
York, 1973. hal. 124. 

32 Ibid., hal 61. 
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mendasar dalam konstitusionalisme modem adalah konsep 
konstitusi sebagai kenyataan (normative reality) dan bukan 
sebagai kompromi politik sesaat dari kelompok-kelompok politik, 
yang dapat berubah pada setiap saat equilibrium di antara 
kelompok-kelompok itu berubah. Konstitusi merupakan perangkat 
norma hukum yang efektif, yang mengesampingkan proses politik, 
ekonomi, dan sosial suatu negara dan memberikan keabsahan 
seluruh tertib hukum33• 

JR alas aspek konsitusionalitas UU sesungguhnya 
merupakan kontrol hukum terhadap proses politik, yaitu 
pembuatan UU yang dilakukan oleh Pemerintah dan DPR. 
Urgensi JR adalah sebagai alat kontrol terhadap konsistensi 
terhadap produk perundang-undangan dan peraturan dasamya, 
untuk itu diper1ukan Judicial Activition. 

Menurut Moh. Mahfud, alasan yang mendasari pemyataan 
pentingnya Judicial Activition hukum sebagai produk politik 
senantiasa mewakili watak yang sangat ditentukan oleh konstelasi 
politik yang melahirkannya. Hal ini memberikan kemungkinan 
bahwa setiap produk hukum akan mencerminkan visi dan 
kekuatan politik pemegang kekuasaan yang dominan 
(pemerintah) sehingga tidak sesuai dengan hukum dasar­ 
dasamya atau bertentangan dengan peraturan yang secara 
hierarkis lebih tinggi. 34 

UUD NRI Tahun 1945 mengatur hal baru clalam kekuasaan 
kehakiman, antara lain pengaturan tentang kewenangan hak JR 
dalam melakukan pengujian UU terhadap UUD dilakukan oleh MK 
dan diatumya kewenangan MA untuk menguji peraturan 
perundang-undangan di bawah UU terhadap UU. 

Pendelegasian perundang-undangan yang diberikan kepada 
pemerintah dapat membuka peluang yang besar untuk membuat 
peraturan pelaksanaan yang lebih lanjut dari setiap UU. Hal ini 
juga akan membuka kemungkinan bagi diciptakannya peraturan 
perundang-undangan yang sebenamya tidak sesuai bahkan 
bertentangan dengan UU yang diatur lebih lanjut atau lebih tinggi. 
Oleh sebab itu, untuk menjamin tertib tata hukum per1u 
dilembagakan atau diefektifkan pelaksanaan JR atau hak uji 
materiil oleh lembaga yang berwenang. 

34 Moh. Mahfud, MD., Hullum dan Piar-Pilar Demokrasi, Yogyakarta: Gama Media, 1999, hal. 
327. 
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Kewenangan JR peraturan perundang-undangan dibawah 
UU diatur dalam Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). 
Berdasarkan ketentuan tersebut, MA berwenang menguji 
peraturan perundang-undangan di bawah UU terhadap UU. 
Sedangkan berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, MK 
berwenang antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan 
terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji UU terhadap 
UUD. Selanjutnya kewenangan JR pada MA diatur pada Pasal 31 
ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 
tentang Mahkamah Agung sebagai berikut: 

Pasal 31 ayat (1) 

Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji 
peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang 
terhadap undang-undang. 

Pasal 31 ayat (2) 

Mahkamah Agung menyatakan tkJak sah peraturan 
perundang-undangan di bawah undang-undang atas 
alasan bertentangan dengan peraturan perundang­ 
undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak 
memenuhi ketentuan yang berlaku. 

Kemudian, diperjelas dalam Pasal 9 UU PPP yang menentukan: 

1) Dalam hat suatu Undang-Undang diduga 
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 
pengujiannya dilakukan o/eh Mahkamah Konstitusi; 
dan 

2) Dalam ha/ suatu Peraturan Perundang-undangan di 
bawah Undang-Undang diduga bertentangan 
dengan Undang-Undang, pengujiannya dilakukan 
oleh Mahkamah Agung. 

Bahwa terkait Hukum Acara pengujian pada MA, 
pengaturannya melalui Peraturan Mahkamah Agung (Perma) 
tentang tata cara hak uji materiil yang telah diubah lima kali, yaitu 
dengan Perma No. 1 Tahun 1993 tentang Hak Uji Materiil, Perma 
No. 1 Tahun 1999 tentang Hak Uji Materiil, Perma No. 2 Tahun 
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2002 tentang Hak Uji Materiil, Perma No. 1 Tahun 2004 tentang 
Hak Uji Materiil dan terakhir dicabut melalui Perma No. 1 Tahun 
2011 tentang Hak Uji Materiil, sehingga saat ini yang berlaku 
adalah Perma No. 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil. 
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BAB Ill 

HASIL PENGUMPULAN DATA DAN INFORMASI 

A. Komlsi Yudislal 

Berdasarkan hasil diskusi dengan KY yang dilaksanakan pada 
Rabu, 4 Mei 2021 diperoleh data dan informasi sebagaimana 
diuraikan didalam tabel 6 berikut: 

Table 6. 
Data dan lnformasi Diskusi dengan Komlsi Yudislal 

NO 

1. 

2. 

POlN PEHllNG 
Kond11l Umcm 
Peraturan Pelaksanaan 
U U KY  

Pem,ao;alehan 
mendasar Peraturan 
Pefaksanaan UU KY 
(kepemimpinan) 

PEHJE.I.ASAN 

Bahwa saat ini terdapat peratiran pelaksana yang udak 
berjalan efeklif, misalnya Peraturan Bersama MA - KY 
Tata Gara Pemeriksaan Bersama. 

Sela.In ltu n,ngga sast 1111 pelaksanaan Perall.nin BeBama 
MA - KY te,i1ang Panduan f'enegakan � Juga matlh 
memllld sejumlah persoaliin, lthuw,my, bl!ll<amm dengsn 
.pa yang dlSllbut sl!hagal pertlmbangan yuridts dan 
51.lbs!&nsi putusan auw dengan i&tilah l111r, yang sering 
diguna!t:an adalah tekn11 yudlslal. 

Terdapat pula per,nuran pelal<sanaan hinnya yang 
m"'11adkan munrulnya perma,,alahan di lnlemat KY. 
Seper,) ha\r,ya peraturan m""gena, tots � pomlllhen 
Pimpinan KY. Bal,- t.emadap ke\entusn in1 hamplr sotlap 
p,,node kepemimp,.nan mengal.-n! perubahan untW< 
menye:suadtan dengan k"llenlingan yang dom!nan pa�ca 
ls]l!fthnya An9gota KY. Bmerapa perm.,,.,, KY yang 
mengatur pemilihan Pwnp Mn KY a,1ara lain PKY No. 1 
Tshun 2005 yang diubah dengan Peraturan KomiSI 
Yudl5ial No.1 Tahlm 2016 tentang Tata cara Pemmhan 
Pimplnall Komis! Yudts al (PKY Na. 1 Tah..., 2016), dan 
lere.khir P1<Y No.3 Tahun 2018, p.,..,,....., In! monimbulkan 
"gl!Jolak pcllbs" di inlormil KY, yang I= kontnq:irod<Actil 
dalam m,mpe,kual kelembagaan KY dan set,a�knya 
mala11 m"' kl"""s lerr,lulrul 

BBhwa ad.anya kepentingBn den 1JS11•5an �ang dlbawa 
oleh masin{rfflasing anggota tetapi tidak mampu dikelola 
dengan baik. bahkan tidal< terjalinnya komunikasi yang 
elaklll di an1ara Angga1<1 KY sehingga ttdelc mengha51li<an 
kebljakan sral.egi,; yang memb8W3 kepenbngan lernbaga. 

Bahwa kurangnya lead,,,ship yanii kuat den berl<arakte 
F''"'" P!mpman KY yang mampu mi!rnbenltan telatlan tlan 
maml)\J mengelola dlnamlka lf!mbaga. 

Bat,wa lwrangnyn siltai, kmregarawan d,.., A1111gota KY 
untuk lnllflolankm arrumal clari UU balk menyanglNt 
urus.an dan kep<!f'llingan Jr,ternal lembaga maupun dalBm 
"""""' na1a1ts.anaan t""BS .,..,a_,, van a 
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NO 

3_ 

POIN PEHTING 

Judicial R1!J tmw 

Keputusan Benama 
Ketua Mahkamah 
Agung Dan Ketua 
Komisi Yudisial Nomor 
04 7 IKMNSKBIIV/2009 
- 02/SKBIP.KY�V/2009 
tentang Kode Etik Dan 
Ped om an Perilaku 
Hakim 

PENJELASAN 

mombutuhkan kel)asama/l<.el"'1lbalan lombaga lalll (MA), 
l()lu.ws.r,va betkaitan dennan pemeriksaan bersama. 
Pada 24 Agustus 2011, 4 (empat) orang advokat 
meng,jukan '-' materi atas Kepul1Jsan Benama Ketua MA 
- Ketua KY tentang KEPPH kepada MA. Uji materi 
tersebut akhimya dipulus pada 9 Januari 2012 dengan 
putusan pen,npan Bwr 8.1, 6,2. 8.3, dan 8.� mengens1 
Sfflfisiplln Tlnggi clan penen,pan Buur 10.1, 10.2, 10.3, 
10.� mengt,nai Ben,l<ap Pto1!$0MI diny"'3kan 
• b<ufllnta!lglJ!) d,mg,in Ulldltng-llndang alitU pen,tunm 
p,,.nmdang-undimgan ringkar /r,blh llnggi. yadu P.,ss/ 40 
ayal (2) dan Pasal •1 aya/ (3J UndaflS1'UndBr111 Nomor 48 
Tahun 2009 tanmng Kekullsaan Kehaltiman Jo P�al 34A 
ayal (4) Undang-Ulldang 11/omor 3 Tahun 2009 ten/ang 
Perubllhan Ked<111 aras Unthfl(l>Und;mg Nomor 14 TahUn 
1985 IM/ang lrWl/GJmah Agu,,g' dan dinya!llkan trdak sah 
serta li<lak be,li>ll>J un\lA< urrun. 

Menurut KY, KeputU$811 Bersama Ketua MA - Ketua KY 
tonlang KEPPH merupalmn ranah i<eputus,in 
(besdJild<ing} dan buun l3tlMI pera!uran {rogdng) yang 
S<!hananya <iafulam ke Pl.7igadilan Tala Usaha Negara 
namun Majelis HaJ<im MA berpendapat l>ahwll dengan 
m�kan ,ntespn,tas teledogis, y11ilu rrn1100• 
ln1erp,!18li, c!engan ca111 m..,gartlcan mauud dan lujuan 
darl sebuah ketenluD11, benua< formal dan p!t'llturan dalam 
Pasal 8 ayal (2) UU PPP lidak benlilat Umillllll melalnkan 
tirlluka, �dak hatus dengan perun,asr, 'per1m111n" saja 
1..apl mronc:alwp pita, penanu,an alau penyel:luJan lain 
tannawk "SU1111 Kl!Pllt11...,, Bersama' sepanjong 
ks>enldaannys dipslnlahlcan oleh perall.l'lln penmdang· 
Ut1dangan yang lebih tinggl dan dibual oloh lsnbaga yan11 
"""""'1ang. D! sampirtg Hu, Mafells Hakm MA Juga 
mongornululkan p,,nimbaogoo hukum h•n, yakni haldm 
tidalc boleh mM0181l pl!fkara d""l1"" al"""n hukumnye 
ildai< ada, lliau nuicumnya k1r.1ng lengkap, melainkan 
harus mengadilinya dan tidak ada badan peradilan lain 
yang betwenang secara absolut untuk menyidangkan 
permohonan Hak Uji Ma1eriil kecuali MA. 

Bah'Na YanQ menjadi obje!< JR yaltu BLJ!lr 8 dan Butir , D 
KEPPH. Yang dJb..ial�an olt!h MA ada!ah p!Of!<ep.an Butir 
8 dnn Bulir 10 KEPPH. Mc,,nurut KY, ketika butit 
penerapannya loah cihapuskan m$1ui JR. nam..-i Butlr 8 
dan Butir 10 KEPPH lrdB dlhap,�n. malra akan 
monlmblllkan rnultltBWr. lrnpletn""'3sinya terjad1 
persoalan pelangvar.,n huilum acara monipaJron kll!agori 
polanggaran KEPPH, namun menurut MA �al lll1'9ebul 
meNpalc:an tl!!l<ni� yudi ..... 

Mengenai balasan pelanggr.m perilaku dan lel<nis 
yudiaial dalam Putusan Nomor: 36 P/HUMl2011 halaman 
(hal.) 39 ·akan lelapi Majelis Hakim berpendapat, jika 
memang dnmukan olBh Komisi Yudisia/ adanya indikasi 
yang didukung bukli -•I yang cukup bahwa kekeliruan du 
dlaku.la,n - se=� mauh ini masuk ke da/am 
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NO 

4. 

5. 

6. 

POIN PEN'TING 

Peraturan Bersama 
Mahkamah Agung dan 
Komisi Yudisial Nomor 
02/PBIM.AJIX/2012 - 
02/PB/P.KY/09/2012 
tentang Panduan 
Penegakan Kode Etik 
dan Pedoman Perilaku 
Hakim 

Dualisme pengawasan 
terhadap hakim 

Peraturan Komisi 

Yudisial mengenai Tata 
Cara Pemilihan 
Pim pi nan 

PENJELASAN 

w1/ayah pengawasan pertaku ..  " ,  

"0/eh sebab lu rumusan 10.4 pertu diubah dengan 
menambah rumusan kala-kata yang membuktikan dengan 
kesengajaarl'. Jadi pelanggaran teknis yudisial adalah jika 
terbukti adanya kesengajaan dan adanya bukti awal yang 
rukup, maka kekeliruan tersebut termasuk pelanggaran 
KEPPH. 
Sebagai tindak la11ut pelaksanaan Keputusan Bersama 
yang telah mendapat putusan uji materiil dari MA, 
ditetapkanlah Peraturan Bersama MA - KY tentang 
Panduan Penegakan KEPPH pada 27 September 2012. 
Dalam prakliknya, KY menggunakan prinsip umum Butir 8 
dan/atau Butir 10 KEPPH bersamaan dengan butir lain. 
Namun penjatuhan sanksi oleh KY bagi hakim yang 
melanggar KEPPH hanya ber,;ifat usulan/rekomendasi dan 
tidak selalu lilaksanakan oleh MA karena pertimbangan 
pelanggaran hakim limaksud masuk ke ranah teknis 
(yulisial). Seisin itu juga terdapat contoh lain seperti ketika 
terjadi kasus hakim melakukan pelanggaran berat. Oleh 
karenanya, MA seolah menunggu hasil perneriksaan KY. 

Apabila ada indikasi KY akan menjatuhkan putusan sanksi 
berat dengan pemberhentian terhadap hakim yang 
melangg..- KEPPH, maka MA mernberitahukan bahwa MA 
telah menjatuhkan sanksi dengan putusan hakim nonpalu 
selama 2 (dua) tahun di Pengad�an Tinggi. Berdasarkan 
pengalaman tersebut, KY semacam melakukan pekerjaan 
yang si ... sia k..-ena MA ternyata telah mernberi sanksi 
terlebih dahulu terhadap hakim yang dinyatakan 
melakukan pelanggaran berat KEPPH. 
Selain KY, MA juga merniliki Badan Pengawasan yang 
mengawasi hakim dan Pengadilan Tinggi yang dapat 
melakukan pembinaan bagi hakim tingkat penama. Namun 
yang perlu menjali catatan adalah bahwa KY diberikan 
kewenangan mengawasi perilaku hakim berdasarkan UUD 
NRI Tahun 1945, sedangkan MA diberikan kewenangan 
mengawasi tingkah laku hakim berdasarkan undang­ 
undang, yaitu UU MA dan UU Kekuasaan Kehakiman. 

Bahkan dalam UU MA dan UU Kekuasaan Kehakiman 
dibedakan "pengawasan internal" oleh MA dan 
"pengawasan ekstemal" oleh KY. UU lain seperti LIU 
Peradilan Umum, LIU Peradilan Agama, dan UU PTUN 
pun man�uoakan lmsa "pengawasan ekstemar bag! 
pengawasan perilllku hakim rang dllakukan oleh KY 
Sehanunya plal daaril< akmnya, tugas merjaga clan 

menegal<kan keM!uran, m!lfUlbal dan penlBku hakim 
sebaM'mana omanal kanslituoi ada peda KY. 
KY sudah tiga kali mengalami masa transisi 
kepemimpinan, periode I tahun 2005 sld 2010, periode II 
tahun 2010 sld 2015, dan terakhir periode Ill tahun 2015 
sld 2020. Dalam masa transisi periode tersebut, KY telah 
mengalami berbagai dinamika perkernbangan 
kelernbagaan khususnya dalam hal pengaturan pemilihan 
diatur berdasarkan PKY No.1 Tahun 2005 jo. PKY No.3 
Tahun 2005. Pada masa periode ke-11 tahun 2010 s/d 
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NO 

7. 

POIN PENllNG 

Peraturan Bersama MA 
- KY tentang Tata Cara 
Pemeriksaan 8efsama 

PSI El ASAN 

2015, tata cara pemitihan masa jabatan pimpinan diatur 
berdasarkan PKY No.1 Tahun 2010. Terakhir, pada masa 
periode Ill tahun 2015 sld 2020, tata cara pemihhan masa 
jabatan pimpinan diatur berdasarkan PKY No. 1 T ahun 
2010 jo. PKY No.1 Tahun 2016, sebagaimana diubah 
terakllir dengan PKY No.3 T ahun 2018. 

Dari hasil kajian, menunjukkan bahwa pengaturan masa 
jabatan Pimpinan KY pada periode I adalah tetap 5 tahun 
dilalat>elakangi dengan kesepakatan bahwa Anggola KY 
(periode I) lebih mengedepankan pada prinsip efeklif dan 
efisien tugas fung,i kelembagaan serta eksistensi 
kelembagaan harus hadir. 

UU telah memb«i<an kebebasan atau irnprovisasi kepada 
KY unllJk mengatur dan menentukan bagaimana 
menentukan pi•han terkail lamanya masa jabatan 
Pimpinan KY, dalam hal ini tergantung legal policy yang 
disepakati dell l\nggota KY. 

Dengan menggunakan konsep maximin (mernilih yang 
terbaik dari kemungkinan buruk) yang dikernbangkan dari 
perspeldif �hen rasional maka perubahan pengaturan 
khususnya mengenai pemifihan masa jabatan pimpinan 
selama 2,5 tahm sebagairnana ciatur PKY No.1 Tahun 
2010 jo. PKY No.1 Tahun 2016 merupakan syarat mudak 
(conditio sine qua non). Oleh karena ilu, perlu pengaturan 
secara tegas terkail dengan masa jabalan Pimpinan KY 
dalam UU KY. 
Peraturan Benlarna MA - KY tentang Tata Cara 
Pemeriksaan Bersama hingga saat ini belum pemah 
diimplementasikan. 

Seharusnya, sebelum melakUl<an p<menksaan beruma, 
p&'lu •danya lnt"'ll"Qi sistem laporan masyarakat pada 
ke:dwi hmbagn tlll'Sobut Melalul sisiem Japoran 
rnaayarakat yq terintegrali, akan mempem,udah MA 
den KY un!uk berkoonlinasi. 

eru- sdama In bd- pemah dllakukM pemenl<saan 
�a dikarenakan antara KY dan MA belum pemah 
sepakat mengenai kompotili perneriksa aniara KY dan 
MA. P,hak KY m111r9r,ginkan yang ml!fllldl pemerilwl darl 
MA yailu Halom Agung karona level Kcmtsioner KY setara 
Hakim �. sedanglcan dari MA cukup level Hakim 
TiflllQI, dlUR!fllllaln Hlll<im Agung l11nlahnya •ed•kil 
58dangkan pe,1<arR yang clilanganinya banyak J1ka 
di'lal<\lkm, HHklm Agung pe,yelesaian pertara pada lalll!I 
kasaoi akan U!tSlla waldunya.. 

Lebih lanjut, akan lebih baik jika diusiJkan dalam 
pemeriksaan bersama dibentuk kesekretariatan seperti 
keselcretatia!an Majelis Kehormatan Hakim guna 
menentukan pemrisa. mekarisme pemeriksaannya 
serta usulan ....,;atuhan sanksi. 
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S. Sadan Pengawasan Mahkamah Agung 

Berdasarkan hasil diskusi dengan Sadan Pengawasan 
Mahkamah Agung pada Selasa, 20 April 2021 diperoleh data dan 
infonnasi sebagaimana diuraikan didalam tabel 7 berikut: 

Table 7. 
Data dan lnfonnasi Diskusi dengan 

Sadan Pengawasan Mahkamah Agung 

NO 

1. 

2. 

POIN PENllNCa 

lnsan pengawasan 
perilaku dan teknis 
yudisial 

Pengawasan antara 
MA dan KY 

PENJELABAN 
Peraturan Bersarna MA - KY tentang Panduan Penegakan 
KEPPH, pada pokoknya telah mengatur bahwa baik KY 
maupun MA (Badan Pengawasan Mahkamah Agung) 
tidak dapat melakukan pemeriksaan terhadap 
pertimbangan yuridis dan substensi putusan. Peraturan 
Bersarna antara KY dan MA tersebut telah pula 
memperjelas kewenangan antara KY dan MA (Badan 
Pengawasan Mahkarnah Agung) terkait dugaan 
pelanggaran prinsip berdisiplin tinggi dan prinsip 
profesional yang beririsan dengan teknis yudisial serta 
telah pula mengatur prosedur pemeriksaan bersama 
apabila KY menemukan pelanggaran-pelanggaran prinsip 
berdisiplin tinggi dan prinsip profesional atau hukum acara 
yang berpotensi melanggar prinsip dasar 
kebebasanlkemandirian hakim dalam memeriksa dan 
mernutus oerkara. 
Dalam Pasal 16 Peratu-an Bersama MA - KY tentang 
Panduan Penegakan KEPPH telah jelas diatur mengenai 
pembagian antara MA (Badan Pengawasan Mahkamah 
Agung) sebagai pengawas internal dan KY sebagai 
pengawas ekstemal. Pasal tersebut secara jelas mengatur 
bahwa terkait dugaan pelanggaran prinsip berdisiplin 
tinggi dan prinsip profesional yang beririsan dengan teknis 
yudisial merjadi kewenangan MA (Badan Pengawasan 
Mahkamah Agung) sebagai pengawas internal sekaligus 
instansi yang merniliki fungsi pembinaan. Sementara KY 
sebagai pengawas ekstemal apabila menemukan dugaan 
pelanggaran terhadap prinsip berdisiplin tinggi dan prinsip 
profesional sesuai Pasal 16 Peraturan Bersama MA - KY 
tentang Panduan Penegakan KEPPH hanya dapat 
mengusulkan agar cilakukan pemeriksaan bersama 
sebagaimana telah diatur dalarn Peraturan Bersama MA - 
KY tentang Tata Gara Pemeriksaan Bersarra. Pada 
pelako.anaannya 1..-dapm kendill.a ka.rt!na ..,..;ng kall KY 
mdaltukan pomeriks.,..-. sendlri temadap pehmggaran 
pnnsip ben!i,i.plin tingg! dim prtnsip profesional, kemudlan 
melaporlcan r1!l<m1endasi pemenl<aaan pad• MA unluk 
dlJa!uhl lillnk,;i etik. P<meriksaan olen KV seringkall 
berpolensl melrulggar prin&lp kel,elms;Qn Hakim dalam 

memeriksa dan memulllll perkal'll knrena masuk ke dalam 
prooes beracara dan pert1mbangan haklm yang 
sebenamy,, !ldalnh ke&alahan dalam Pf05e$ yudJsu,jJ iegal 
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NO 

3. 

4. 

POIN PEN11NG 

lmplementasi frasa 
"dapat disimpang� 

Tata Cara 
Pemeriksaan belum 
dapat 
diimpelemtasikan 

PEIIIELAUN 

dibenar1<an dalam oroses ueava hukum sesuai ketentuan. 
Makna frasa "dapat <isimpangi" dalam Pasal 19 ayat (6) 
Peraturan Bersama MA - KY tenlang Panduan 
Penegakan KEPPH adalah tingkat dan jenis sanksi yang 
dijatuhkan bisa tidak sesuai dengan tingkat penjatuhan 
saksi yang telah ditentu<an dalam Pasal 18 ayet (1 ), ayat 
(2) dan ayat (3). Alasan rasional frasa "dapat disimpangi" 
tersebut mempertimbangkan latar belakang, hngkat 
keseriusan dan dampakiakibal pelangg..-an te<sebul. 
5uatu bentuk pelanggaran yang sama dapal 
dilatarbelakangi hal yang berneda dan memi�ki akibat 
yang lain; 

lmplementasi frasa \ersebut adalsh Tim Pemeriksa 
mffllpertimbangkan latar belak"1g, keseriusan dan 
dampak/akibat Contoh yang dapal diarnbil misalnya 
adalah tindakan tercela perselingkuhan. Tindakan tersebut 
akan bert>eda jika menja<i pemberitaan nasional dengan 
perselingkuhsn yang diaduk"1 oleh pasangan Pelapor 
yang bertujuan untuk mempertahankan rumah tangga 
atau kesalahan penulisan/aitlca/ error yang dapat di 
perbaiki dslam lingkat banding atau kasasi, yang 
merupakan kelidaksengajaan. Untuk itu hanya perlu 
dibefikan peringatan agar lebih teliti dan bemati-hali 
menyusun redaksi putusan karena aki� Y"'9 ditimbulkan 
daoat dioerbaiki. 
Pasal 22E ayat (4) UU KY mengatur bahwa "ketentuan 
mengenai la/a cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diatur barsama oleh Korrisi Yudisia/ dan 
Mahkamah AQuflff. Ketentuan tersebut telah 
ditindaldanjuli dengan ditetapk"1nya Peraturan Bersarna 
MA - KY tentang Tata Cara Pemeriksaan Bersama, norma 
dalam Peraturan Bersama tersebut tidak ada disham,oni 
dengan peraturan perundang-undangan lainnya 
khususnya UU Kekuasaan Kehakiman dan UU MA. 
Peraturan Bersama MA - KY ten tang Tata Cara 
Perneriksaan Bersama sampai saat ini belum dapat 
diimplementasikan. 

Salah salu penyebab Peraturan Bersama lersebul belum 
dapat diimplementasikan adalah karena KY lebih dahulu 
mdakukan pemetiksaan sendiri, setelah ditemukan unsur 

yeng seharusnya cilakukan pernenk&aan bersama, 
barulah KY mernfJlla unMc diakutmn pemenl<saan 
ber&mna, hal iri yang udak dikonendakl oleh MA. MA 
m"'9"11inlcal agar pka dilalwl<an pemenksaan bersana 
hafut S"!Bk 8WII pemoril<saan, 

Kedua belah p,IIEI< IH!lum dapat melokenakan 
l<eselunihan Perau,an l!eniama MA • KY tentarig T eta 
Cara Pernoriuaan Bersama. Persoslsr, latn tentang 
mellarume pemsiksaan bersama adaloh bahwa KY 
menghendakl yang menjlldl bm pemenksa b<r"sama 
adaloh Hakim Agung, aebab Tim Pemt!lriksa dari KY 
adah,h Kamisioner yang mernlllkl dera1al S<!bagai poiabat 
n,,,u,,a clan Hlevel Halorn Ammo Sementara dan 
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NO POIN PEN11NG PEN IEI  AUN 

MA menghendaki yang merjadi nm Pemeriksa adalah 
Hakim Tinggi Pengawas pad a Bad an Pengawasan 
Mahkamah Agung, sebagai unit kerja yang drtunjuk untuk 
melaksanakan kewenanaan oenaawasan. 

5. Dampak pergantian Pergantian kepemimJ1inan di tubuh KY benmpl1kasi pada 
kepemimpinan di KY kesepakatan yang telah dibuat oleh MA sering diubah dan 

akhimva tidak N>rialari. 

c. Akademisi 

Berdasarkan hasil diskusi dengan Akademisi pada Rabu, 5 Mei 
2021 diperoleh data dan informasi sebagaimana diuraikan Tabel 8 
berikut: 

Table 8. 
Data dan lnformasi Diskusi dehgan Akademisi 

I 

NO POIN PENTING PENJELA.SAN 

1. la tar belakang KY dibentuk berdasarkan amanat Pasal 248 UUD NRI 
pembentukan KY Tahun 1945. Makna filosofisnya, KY dibentuk untuk 

melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim yang 
berada dalam lingkup I MA, hal mana telah dialur terlebih 
dahulu dalam Pasal 24A UUD NRJ Tahun 1945. 
Keberadaan KY sebagai lembaga negara baru dalam 
rangka mengawasi p�aku hakim yang diatur dalam UUD 
NRI Tahun 1945 menunjukkan bahwa KY sangat penting 
sebagai bentuk respons alas ketidakpercayaan 
masyarakat terhadap tJakim dan lembaga peradilan. Lebih 
lanjut, pengaturan mengenai susunan, kedudukan, dan 
keanaaotaan KY diaturtdenuan UU KY. 

2. Perjalanan UU KY Dalam perjalanannya,tX,U KY beberapa kali diujimateriilkan 
di MK yang diputus tidak lagi be,wenang melakukan 
pengawasan terhadap, perilaku Hakim MK Berdasarkan 
Putusan MK terseb�, KY masih berwenang untuk mengawasi perilaku H kim Agung dan hakim pada badan 
peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan 
peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan 
peradilan milrter, lingkJngan peradilan tata usaha negara, 
dan hakim pada pen!lfidilan khusus yang berada dalam 
lingkungan peradilan tersebul 

' Kewenangan pengawasan terhadap perilaku hakim 
tersebut kemudian dlbakukan dalam pedoman yang 
ditetapkan dalam KEPfi'H sebagai keputusan bersama KY 
dan MA yang dituantan dalam Keputusan Bersama 

Ketua MA- Ketua KY I tana KEPPH. 
3. Judicial Review Pad a 24 Agustus 2p11, 4 (em pat) orang advokat 

Keputusan Bersama mengajukan L4i materi alas Keputusan Bersama Ketua MA 
Ketua Mahkamah - Ketua KY tentang I KEPPH kepada MA. Uji materi 

Agung Dan Ketua tersebut akhimya dipUJus pada 9 Januari 2012 dengan 
Komisi Yudisial putusan Penerapan Butir 8.1, 8.2, 8.3, dan 8.4 mengenai 
Nomor Berdisiolin Tinn, i dan Peneraoan Butir 10 .1 ,  10.2 10.3, 
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[).47/KMAJSKBIIV/200 
9 - 

02/SKB/P.KYnV/2009 
tentang Kode Etik 
Dan Ped am an 
Perilaku 

P=tursn Sersama 
Mahkamah Agung 
dan Komi&i Yudi&ial 
Norn or 
02/PBIMA/IX/2012 - 
02/PBIP.KY/09/2012 
tentang Panduan 
Penegakan Kode Elik 

dan Pedaman 
Perilaku Hakim 

Duat,sme 

pengawasan 
terhadap hakim 

PBIJELASAN 

10A mengenai 8el'Sksp Prolesiomli cinyalalran 
berlentangan dengan Undang-Undang atau peraturan 
perundang-undangan tingkat lebih tinggi, yailu Pasal 40 
ayat (2) dan Pasal 41 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 
Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo Pasal 34A 

ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang 
Perubahan Kedua alas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 
1985 -ng l'rlahlamrah Agung dan dinyatak8fl lidak sah 
serta tidak berlaku ootuk unun. 

Sebagai Undak lan!LII pelall,ianaan t<,,putusan Bersama 
yang telah mendapat putusan uji materi dari MA !ersebut, 
di!etapkanlah Peraturan E!efsama MA - KY ten!ang 
Panduan Penegakan KEPPH pada 27 September 2012. 
Dalarn prakliknya, KY menggunakan prinsip umum Butir 8 

danlatau Butir 10 KEPPH bersamaan dengan butir lain. 
Namun penjaluhan sanksi cleh KY bagi hakim yang 
melanggar KEPPH hanya bersifat usuanlrekomendasi dan 
tidak selalu d�aksanakan cleh MA karena pertimbangan 
pelanggaran hakim dimaksud masuk ke ranah teknis 
(yudisial). 

Selain itu juga terdapa! contoh lain sepe,ti ketika terjadi 
kasus hakim melakukan pelanggaran borat. Maka MA 

seolah meoonggu hasil pemeriksaan KY. Apabila ada 
indikasi KY akan menjat"1kan putusan sanksi berat 
dengan pemberhentian lerhadap hakim yang melanggar 
KEPPH, maka MA memberitahukan bahwa MA telah 
menjatuhkan sank&i dengan p.-usan hakim nonpalu 
selama 2 tahun di Pengadilan Tinggi. 8erdasarkan 
pengalarnan tersebut, KY semacam melakukan pekerjaan 
yang sia-sia karena MA temyata telah memberi sanksi 
ter1ebih dah,ju terhadap hakim yang dinyatakan 
melakukan oelangoaran berat KEPPH. 
Saam KY. MA jugs memiliki Baden Pengawasan yang 
mengawasi hakim dan Pengadilan Tinggi yang dapat 
melakukan pembinaan bagi hakim tingkat pertama. Narnun 
yang perk, menjadi catalan adalah bahwa KY d1berikan 
kewenangan mengawasi perilaku hakim berdasarkan UUD 
NRI T ahun 1945, sedangkan MA diberikan kewenangan 
mengawasi tingkah laku hakim berdasarkan undang­ 
undang yaitu UU MA dan UU Kekuasaan Kehakiman. 

8ahkan dalam UU MA dan UU Kekuasaan Kehakiman 
dibedakan ·pengawasa, intemar oleh MA dan 
·pengawasan ekstemal" cleh KY. Undang-undang lain 
seperti UU Peradilan Umum, UU Peradilan Agarna, dan 
UU PTUN pun menggunakan frasa "pengawasan 
ekstemal" bagi pengawasan perilaku hakim yang dilakukan 
oteh KY. 

Sehubungan dengan hal tersebut, pengawasan internal 
yang dilakukan cleh MA menyasar aspol< tingkah laku, 
sernerrtara pengawasa, ekstemal yang dilakukan oleh KY 
menyasar aspek perilaku. Dllarn perspek\� psikologi, 
perilaku terdiri alas 3 komponen yaitu kogritif, afektif, dan 
ltdion. sedanakan """kah lalw h�""a mencalwc ac:bnn 

llll 
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saja. Oleh karena itu pembentuk undang-undang pertu 
memberikan penjelasan mengenai perbedaan tingkah laku 
dan oerilaku. 

6. Peraturan Komisi Pada era kepemimpinan komisioner KY jilid pertama, 
Yudisial mengenai ditetapkanlah PKY No.1 Tahun 2005. Peraturan tersebut 
Tata Cara Pemilihan mengattr bahwa pemilihan Ketua dan Wakil Ketua 
Pimpinan dilaksanakan secara 1 (satu) paket. Namun ketika 

memasuki kepemimpinan Komisioner KY jilid kedua, 
ditetapkanlah PKY No.1 Tahun 2010 yang mengubah 
pemilihan Ketua dan Wakil Ketua tidak lagi dilaksanakan 
secara paket tetapi terpisah, yaitu memilih Ketua ter1ebih 
dahulu, baru memilih Wakil Ketua kemudian. Seisin itu, hal 
fundamental yang diubah adalah masa jabatan Ketua dan 
Wakil Ketua yang semula 5 �ima) tahun me11adi masing­ 
masing tahap 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan atau 2,5 (dua 
setengah) tahun. 

Periodeisasi 2,5 (dua setengah) tahun tersebut 
menimbulkan situasi perpecahan yang tidak kondusif di 
antara Komisioner KY dan pada Sekretariat Jenderal 
(Seljen) KY. Faklanya, setelah terpilih Ketua dan Wakil 
Ketua tahap pertama, membutuhkan waklu 6 ( enam) bulan 
untuk menjadikan Komisioner kompak kembali dan bersatu 
sebagai satu kesatuan lembaga KY. Kemudian 6 (enam) 
bulan sebeltrn masa jabatan Pimpinan KY tahap pertama 
berakhir, sudah dimulal 18111 kasak-kuouk yang mengurangl 
fokus l<!nmja KY dalarn meng!IW0.61 penlaku hal<im Dan 
selelah Pimplnan t.ahap kedua tl'>'J)llih. m..,,e,1ukan waklu 
fl (enam) bulan lagl untuk rekooslllasi sellingga dan 5 
(teh.Jn) masa 1aba1an Anggtlla KY, 1 (satu) whun 6 (enamJ 
bulan tsbuang unl1M ml!r1gllrU$i ja.balan pmpinan 

Situasi demikian memer1ukan solusi berupa pengaturan 
masa jabatan Pimpinan KY selarna 5 Oima) tahun sesuai 
lamanya masa jabatan Anggota KY dalam revisi UU KY. 
Adapun proses atau tata cara pemilihannya dapat 
didelegasikan ke peraturan pelaksanaan UU KY. 

Selain ilU, saat iri peraturan mengenai lata cara pemilihan 
Pimpinan KY telah disesuaikan dan diperbaharui melalui 
PKY No.3 Tahun 2018. Dalam PeralUran KY tersebut, 
perlu diatur kewenangan Ketua dan Wakil Ketua 
Sementara seperti membuat keputusan menetapkan ketua 
dan wakil ketua terpdih sebagai Ketua dan Wakil Ketua KY 
definitif. Hal ini diper1ukan mengingat 7 (tujuh) Anggota KY 
dilantik secara bersama-sama, sehingga belum ada Ketua 
yang berwenang untuk menetapkan Keputusan mengenai 
Ketua dan Wakil Ketua KY definitif. 

7. Peraturan Bersama 
MA - KY tentang T ala 
Gara Pemeriksaan 
Bersama 

Peraturan Bersama MA • KY tentang Tata Cara 
Pemeriksaan Bersama hingga saat ini belum pemah 
diimplernentasikan. Perneriksaan bersama adalah 
serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh tim pemeriksa 
dari MA dan KY unlUk melakukan perneriksaan guna 
mendapatkan keyakinan terbukti atau tidak terbuktinya 
suatu pelanggaran dan apabila terjadi perbedaan 
peniatuhan sanksi di luar sanksi berat beruoa 
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pembementian. 

Seharusnya sebelum melakukan pemeriksaan bersama 
tersebut pa1u adanya integrasi sist""' laporan masyarakat 
pada kedua lembaga. Sistem laporan masyarakat yang 
terintegrasi, akan mempennudah MA dan KY untuk 
beti<oordinasi. 

Lebih lanjut, akan lebih baik jika diusulkan dalarn 
pemeriksaan bersama dibentuk kesekretariatan seperti 
kesekretariatan Ueoe(js Kehormatan Hakim. 

D. Indonesia Legal Roundtable (ILR) 

Berdasar1<an hasil diskusi dengan ILR pada hari Kamis, 22 April 
2021 diperoleh data dan informasi sebagairnana Tabel 9 berikut: 

Table 9. 
Data dan lnfonnasi Diskusi dengan ILR 

NO POINPBmNG PENIELAIM 

1. Kemandirian KY Passi 248 ayat (1) UUD NRI Tahun 19-45 menentukan 
bahwa KY bersifat mandiri, berwenang mengusulkan 
pengangkatan Hakim Agung dan mempunyai wewenang 
lain dalam rangka me1"4aga dan menegakkan kehormatan, 
keluhuran, martabat, serta perilaku hakim. 

Hal ll!>sel>ut d..:u.- lebih lanjul dalam Pual 2 UU KY 
dimana ditenwkan bahwa KY merupakan lembaga negara 
yang beJs,fat mandln dan dlllam peaksana,,n 
�a bebas dari campur tang.an atau pengaruh 
kekuasaan latnnya. Selain 1\l.l. dlmur J"lla dalan Pa&al 40 
aysl (1) uu Kekua.saan Kehak!man, dalam rangka 
menjaga dan menegahkan kehorrnat.an, keluhuran 
martabat, sena perilaku hakim dilakukan pengawasan 
ekstemal oleh KY. 

2. Pengaturan tentang Ketentuan yang mengahr 5e<:ara khusus men;enal KY 
Komisi Yudisial adalah UU No. 22 Tarnin 2004. yang memual 41 pasal. 

Kolorlluan Im lcsn.,dian diubah der,gan Undang-Undang 
Namor 18 Tahun 2011 ""11.allO Perubahan Atas Undang- 
Undang Nomor 22 Tohun 2004 tentang Komis, Yudlsial 
(UU No. 18 Tahun 2011), dengan 23 pain perubatian. 

Ada 10 delega,,, peraturan pefol<sana, yang t«dlrl <lati 
Peraturan KY (4), P«a:tun1n Pl'esid'"1 (1), Peroturan 
Ber...-na (3), K!!lentuan P""'1uran l'l,rundangan (1), 
Pe<loman (1). R""lisa.al p<rmlJTffl pelAk.sanaon ter•oblJI: 
Perat1111U1 KY (21), Pe,;,turan Pomerintah (1), Peraturan 
Presider, (2). P ..... u.•an Bersana ('4). 

Dasamya adlllah' 
a. Peraturan pel� dan UU lnl harus dltetapkan 

piling lama (Alu) l3hlM'I sejak di111dan<Jl<an (PssaJ '4llB 
IJU l<Y1 

Analisls Don Evaluasi U� Nomm 22 Tahun 2004 Tena,. Komlsi Yudislal 
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Peratu:ran 
Perundang-undangan 
dan putusan MK 
terka� Komisi Yudisial 

Pt<.Y a,nderung 
diperbahan.i tiap 
kamisioner periode 
baru dipilih. 

b. • ... aiakui lreb<lra•ann)'lt dan mtJmpuny,,; kel<!Iatan 
hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh 
Peraturan Perund,,ng-undangan yang lebih tinggi atau 
dibentuk benilJsarl<an kewenangan" {Pasal 8 ayat (2) 
UU PPPl 

UU dan Putusan MK Y,ang mengatur men11onal KY. 
a. U U MA  I  

b. UU Kekuasaan Kehakiman 
e, UU Peradilan ymum, UU Peradilan Agama, UU 

PTUN {anaisa putusan untuk rekomendasi mutasi 
hakim) 

d. Putusan-Putusari MK. 
1) 005/PUU-IV/�006, mengatur mengenai 

pengawasan Hakim oleh KY 
2) 27/PUU-Xl/2013, mengatur mengenai 

pembatasan wewenang DPR dalam seleksi Hakim 
Agung 

3) 1-21PUU-Xll/2014, mengatur mengenai 
pengawasan Hakim Konstitusi 

4) 16/PUU-Xll/2©14, mengatur mengenai 
pencalonan Anggota KY 

5) 43/PUU-Xlll/2015, mengatur mengenai 
pembatasan peran KY dalarn seleksi Hakim 

6) 53/PUU-XJV�16, mengatur mengenai 
persyaratan calon Hakim Agung 

7) 49/?UU-XJV/2P16, mengatur mengenai masa 
tugu dan pensl..-. Haldm Adhoc PHI 

DI atur beberapa Pera!Jiran KY sebsgai berikut: 

a. PKY No.1 Tahun 2005 ciubah merjadi PKY No.3 
Tahun 2005 I 

b. PKY No. 1 T ahun 12005 dan PKY No. 3 T ahun 2005 
dicabut dengan PKY No. 1 Tahun 2010. PKY No. 1 
Tahun 2010 kernudian diubah dengan PKY No. 1 
Tahun 2016. , 

c, PKY No. 1 Tahun 2010 dicabut dengan PKY No.3 
Tahun 2018. , 

Terdapat kecenderungan Peraturan KY mengenai Tata 
Gara Pemilihan Pimpinan KY diperbaharui tiap Komisioner 
periode baru terpilih. Hal ini ditunjukkan melalui PKY No. 1 
Tahun 2005 jo. PKY No. 3 Tahun 2005 yang dicabut dan 
dinyatakan tidak bertaku dengan PKY No. 1 Tahun 2010. 
Kemucian PKY No. 11 Tahun 2010 diubah PKY No. 1 
T ahun 2016. Dua tahun berselang peraturan tersebut 
dicabut dengan PKY No. 3 Tah..-. 2018. Dalam konsideran 
peraturan-peraturan tersebut dijelaskan bahwa Peraturan 
KY mengenai Tata �ara Pernilihan Pimpinan Komisi 
Yudisial "tidak sesuai lagi dengan perl<embangan 
kebutuhan hukum Kom{si Yudisiaf. 

Tldak sesuai lagi df,ngan perl<embangan kebutuhan 
hukum KY", dapat dilihat dan dimaknai sebagai kebutuhan 
KY untuk tetap bisa menjalankan fungsi, tugas dan 
wewenangnya. Fungsi,I tugas dan wewenang tetap bisa 
dllakukan. m(151<1nun ll!tdaMt p.,-ru,nlian !llml>li,An. 
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5. 

POINPENTING 

Penetapan kelua dan 
wakil ketua dengan 
Keputusan Ketua 
Komisi Yudisial 

PENJELASAN 

Dengan kata lain, proses pergantian pimpinan tidak 
menghambat kelancaran pelaksanaan, kordinasi, 
manaJemen, pengambilan kepulusan/kebijakan yang 
diperlukan. Tidak ada kevakuman tefhadap seluruh 
operasionalisasi kinerja KY. 

Tak dipungkiri perubahan PKY tenlang Tata Cara 
Pernitihan Pimpinan, terutama pada PKY No. 1 T ahun 
2010 didorong oleh: Pertama, adanya kekhawatiran jika 
pimpinan/ketua KY berasal dari unsur mantan hakim, maka 
akan mempengaruhi obyektilitas dan kemandirian KY 
dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya. 
Kedua, adanya kekhawatiran pula jika pimpinan menjabat 
5 tahun penuh, terjadi dorninasi dan suln dikoreksi jika 
melakukan penympangan. Keliga, motivasi yang tinggi 
dari masing-masing anggota untuk menjadi pimpinan KY, 
turut mempengaruti perubahan PKY tentang Pemilihan 
Pimpinan KY. Sejak perubahan PKY No. 1 Tahun 2010 itu, 
terjadi perubahan sistem dan manajemen kepernipimpinan. 
Perubahan selarjutnya dalam PKY No. 1 Tahun 2016 dan 
PKY No. 3 Tahun 2018, hanya bersifat teknis melengkapi 
kekurangan dalam tata cara pemilihan pimpinan KY. 

Pasal 3 PKY No. 3 Tahun 2018 mengatur bahwa 
"Penilihan Pimpinan diselenggarakan da/am rapal 
penilihan Pimpinan yang dipimpin oleh Kelua atau Wakil 
Ketua Komisi Yudisial." Berdasakan ketentuan tersebut, 
Rapat Pemdihan Pimpinan seharusnya diperjelas 
pengaturannya menjadi dipimpin oleh Pimpinan 
Sementara. 

Pasal 8 ayat (1) PKY No. 3 Tahun 2018 mengatur bahwa 
"Ca/on Pimpinan yang dinyatakan te,pilih, diletapkan 
menjadi ketua clan wakJI ketua dengan Keputusan Ketua 
Komisi Yudisia/." 

Setelah calon pimpinan terpilih, tidak tepat jika penetapan 
dilakukan dengan Keputusan Ketua KY, karena pemilihan 
pimpinan ini sifatnya masih dalam proses bersama dan 
bukan merupakan hak ekslusif (prerogabf) Ketua. Hasil 
pernitihan nu adalah proses lembaga, yang mestinya 
diputuskan dengan keputusan lembaga (KY). 

Sebagai perbandingan: 

a. DPR RI: Penetapan pimpinan DPR RI ditetapken 
dengan keputusan DPR RI. (Tatib DPR RI 2020) 

b. MK: Ketua dan Wakil Kelua MK ditetapkan dengan 
keputusan Mahkamah yang dnandatangani oleh Ketua 
MK (Peraturan Mahkamah Konstitusi Nornar 3 Tahun 
2012 tentang Tata Cara Pemilihan Ketua Dan Wakil 
Kelua Mahkamah Kanstitusi) 

c. Sadan Pemeriksa Keuangan (BPK): Hasil pernilihan 
Kelua dan Wakil Kelua dicatat dalam Berita Acara 
Sidang BPK yang dnandatangani oleh seluruh Anggata 
yang hadir dan dnuangkan dalam Keputusan BPK 
(Peraturan BPK No. 2 Tahun 2016 tentang Tata Kerja 
Badan Pemeriksa Keuangan) 

4Z[ 
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6. Pedoman 
KEPPH 

d. Dewan Pe,wakilan Daerah Republik Indonesia (DPD): 
Ketua dan Wakil Ketua terpilih diresmikan menjadi 
Pimpinan DPD dengan Keputusan DPD yang dttanda 
tanaani oleh Dim'*1an sementara !Talib DPD 2019) 

pada Pasal 19A UU KY mengatur bahwa "da/am rangka 
menjaga dan menegalckan kehormatan, keluhuran 
martabat, serta peri/aku hakim, Komisi Yudisial 
berpedoman pada Kade Etik danlatau Pedoman Peri/aku 
Hakim (KEPPH} YB"l1 ditrJtapkan o/eh Komisi Yudisial 
Bersama Mahkamah Agunrf'. Ketentuan tersebut tel ah 
ditindaklanjuti dengan d�etapkannya Peraturan Bersama 
MA- KY tentang Panduan Penegakan KEPPH. 

Befikut perbanding.., ketentuan yang diatur dalam 
Peraturan Bersama, UU Kekuasaan Kehakiman, dan UU 
MA: 

No II I w 

MA 

1 

2 

Obyek 
Penga_..,, 

Yurisdiksi 

Perilaku Hakim 

lidak dapat lidak ada lidak 
menyatakan benar pembatasan pembalasan 
atau salahnya 
pertimbangan 
yuridis dan 
substansi putusan 
hakim. 

ada 

Tmgkah L.aku dan 
Perilaku Hakim 

3 

.. 

UsulPmnber 

hentian H.iclm 
Agung 

Pember 

hentian 
sementara 

Melanggar KEEPH - 
dilljukan oleh MA 
dan/atau KY 

Hakim yang - 
diusulkan untuk 
dijatuhi 
pemberhentian 
tetap dan 
pembelaan dirinya 
telah d�olak oleh 
Majelis Kehormatan 
Hakim, dl/r-/ran 

pembe,.,,.ntlan 
Hmentllra 

berdasarkan 
keputusan Ketua 

Mahkamah Agung 
(Pasal 19 ayat 5) 

Melanggar KEEPH 
diajukan oleh KY 

Apabila pembetaan 
hakim d�olak, Majelis 
Kehormatan Hakim 
menyampaikan usul 
pembertientian 
kepada Ketua MA, 
dan Ketua MA 
meneruskannya 
kepada Presiden. 
lidak diatur 
pengenaan 
pembertientian 
sementara (Pasal 
11A ayat (10) dan 
ayat (11)) 

lmplementasinya Peraturan Bersarna MA - KY tentang Panduan Penegakan KEPPH 
dilakukan bersarna MA dan KY. dilaksanakan tidak hanva untuk tindakan korektiflreoresif, 
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NO POIN PEN11NG PENJELASAN 

telapi juga untuk tindakan pencegahan/prevenlif, terutama dalam bentuk pelatihan­ 
pelatihan yang juga menjadi bagian dari tugas KY. Dalam pelaksanaanya pula, didasarkan 
alas laporan yang kemudian diperiksa sebelum diputuskan adaltidaknya pelanggaran 
KEPPH. 

Masalah dalam pelaksanaan terjadi karena adanya perbedaan penafsiran dalam 
melihal/menyikapi bentuk pelanggaran KEPPH, adanya dualisme pengawasan hakim yang 
berakibal tumpang tindih, dan ouput keputusan yang berbeda. Jika putusan KY hanyalah 
berupa rekomendasi kepada MA, sedangkan putusan MA bersifal final dan dapal 
menjatuhkan langsung sanksi kepada hakim. Ouput berupa rekomendasi itu pula yang 
menyebabkan masalah putusan tidak ter1alu efektif, karena tidak direspon/tidak 
ditindaklaniuti. 

Pasal 12 Peraturan Bersama MA - KY tentang Panduan 
Penegakan KEPPH: 

Pasal 15 Peraluran Bersama MA - KY tentang Panduan 
Penegakan KEPPH menyatakan bahwa "Dalam 
melakulcan pengawasan Mahlcamah Agung dan Komisi 
YudJsial -k dapat menyalakan benar atau salahnya 
pemmbangan yuridis dan subsfansj putusan hakim". 

Frasa "pertimbangan yuridis" dan "subslansi putusan 
hakirrf' dalam implernentasinya dimaknai sebagai bagian 
dari leknis yudisial karena akan bertentangan dengan 
semangat independensi hakim. Baik MA maupun KY 
"diharamkan" memasuki wilayah ini dalam melakukan 
pengawasan. Meski kesalahan dalarn menerapkan hukum 
dalam (pertimbangan/subtansQ putusan belum lentu 
dikategorikan sebagai pelanggaran perilaku. Akan tetapi, 
terdapat beberapa kasus cimana kesalahan teknis yudisial 
dapat dinilai sebagai pelanggaran perilaku. 

Belwn ada balasan yang jelas dalam KEPPH. Masing­ 
masing, MA dan KY, mempunyai penafsiran sendiri­ 
sendiri. Hal ini yang membuat permasalahan pengawasan 
kerao 1...;adi ...;.,.,,isihan antara MA dan KY. 

Berperiaku disiplin bermakna ketaatan pada norma­ 
norma a/au lcaidah-lcaidah yang diyakini sebagai 
panggilan luhur untuk mengemban amanah serfa 
kepen:ayaan masya,alcat pencari keadi/an. 

(2) Disiplin tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi 
yang tertib di dalam me/aksanakan tugas, ikhlas dalam 
pengabdian dan berusaha untuk menjadi te/adan 
dalam lingkungannya, serta lidak menyalahgunakan 
amanah yang dipercayakan kepadanya. 

Penerapan Pasal 12 

Peraturan Bersama 

MA - KY tentang 
Panduan Penegakan (1 J 
KEPPH, selalu 
ditafsirkan berbeda. 

7. Frasa "perlimbangan 
yuridis" dan 
·substansi putusan 
hakitri' dalam Pasal 
15 Peraturan 
Bersama MA - KY 
tentang Panduan 
Penegakan KEPPH, 
yang dalam 
implernentasinya 
dimaknai sebagai 
bagian d"'1 tdcnls 

yudisial 

8. 

Pasal 14 Peraturan Bersama MA - KY lentang Panduan 
Penegakan KEPPH: 

(1) Profesional bermakna suatu sikap moral yang 
dilandasi oleh le/cad untuk melaksanakan pekerjaan 
yang dipilihnya dengan kesungguhan, yang didukung 
o/eh keahlian alas dasar pengetahuan, keterampilan 
dan wawasan luas. 

(2) Sikap profesional akan mendorong terbentuknya 
pribadi yang senantiasa menjaga dan 
mernn11trfahankan mutu --kerjaan, serta berusaha 
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NO 

9. 

10. 

POIN PEN'IING 

Pernaknaan "dapat 
disimpangf dalam 
Pasal 19 ayat (6) 
dalarn kaitannya 
dengan sanksi. 

Peraturan 

pelaksanaan UU KY 
perlu dilakukan 

PBIF! ISM 

untuk meningkatkan pengetahuan dan kinetja, 
sehingga tercapai setinggi-tingginya mutu hasil 
pekerjaan, efektif dan efisien. 

Mungkin yang dimaksud adalah dilaksanakan oleh hakim. 
Jika merujuk masih banyaknya laporan masyarakat yang 
berujung pada penjatuhan sanksi karena terbukti 
melanggar Pasal 12 dan Pasal 14 Peraturan Bersama MA 
- KY tentang Panduan Penegakan KEPPH, 
pelaksanaannya masih jauh dari harapan. Laporan 14 
Tahun KY disebutkan, ltJak professional merupakan 
bentuk pelanggaran tertinggi (62.07%). 

PaS&-pasal tersebut merupakan hasil uji materi, yang 
diputus MA dalam Putusan Nomor: 36 P/HUM/2011, 
tanggal 9 Februari 2012. Putusan ini membatalkan butir­ 
butir penerapan dari prinsip berdisipliln tinggi dan 
profesional yang sebeh.mnya diatLr dalam bentuk 
Keputusan Bersama Ketua MA - Ketua KY tentang 
KEPPH. 

Khusus Pasal 12 dan Pasal 14 Peraturan Bersama MA - 

KY tentang Panduan Penegakan KEPPH, dirumuskan 
secara umi.m/delinisi/makna Tidak dirumuskan 
bagaimana bentuk penerapan, larangan dan/atau 
kewajibannya. Sehingga dalam praktek, selain diterapkan 
masin�masing oleh MA dan KY, kedua pasal tersebut 
juga selalu ditafsirkan berbeda antara MA dengan KY. 

Adapun pertimbangan MA sama dengan pertimbangan 
putusan MK tahun 2006 tentang UU KY, bahwa sekalipun 
KY mem�iki bukti-bukti dalam penelusuran itu ada indikasi 
ada perbuatan perilaku bisa menjadi pengawasan perilaku 
yang dilakukan oleh KY. Di sisi lain ada ketidakkonsistenan 
dari MA sendiri, dalam putusannya mengatakan demikian 
tetaoi di oeraturan bersama berkata lain. 
Pasal 19 ayat (6) terkait dengan sanksi: 

"Tingkat dan jenis sanksi yang djstuhkan terhadap hakim 
yang terbukti me/akukan pelanggaran bemasarkan tingkat 
dan jenis pe/anggaran sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 18 ayat (1), (2), dan (3) dapat disimpangi dengan 
mempertimbangkan latar be/akang, tingkat keseriusan, 
danlatau aldbat dari pelanggaran tersebuf' 

Maksud "dapat disimpangi" adalah dapat diterapkan 
berbeda tidak sama dengan ketentuan dengan sesuai 
berat/ringannya pelanggaran, dengan melihat 3 syarat: 
latar belakang, tingkat keseriusan dan akibatnya. 
Persoalan etik adalah persoalan perilaku manusia. Banyak 
faktor yang mempengaruhi terjadi pelanggaran etik, karena 
itu rasionya pertu ciberikan huk1i11anlputusan seadil 
adilnya Dal am hal ini, MA dan KY atau kedua t,; sa 
melakukan oenilaian tersebul 
Peraturan pelaksanaan UU KY pe,lu dilakukan perubahan 
dan penyempumaan kembali, untuk meminimalisir atau 
menahilanakan oermasalahan vane sama dikemudian hari. 
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NO 

11. 

POIN PEN1ING 

perubahan d8n 
penyempumaan 

kembali 

Masalah mendasar 
peraturan pelaksana 
UUKY. 

PBIJEUSAN 

Perubahan atau penyempumaan tersebut dilakukan 
dengan merumuskan kembali ketentuan-ketentuan yang 
tidak jelas, tidak tegas dan tidak rinci yang menimbulkan 
multitafsir dan dishannoni, Dalam hal ini perubahan 
peraturan pelaksana. 

a. PKY No.3 Tahun 2018: harus ada revisi tentang 
tahapan proses pemilihan dan formaUbentuk 
keputusan hasil pemiihannya 

b. Peraturan Bersama MA - KY tentang Panduan 
Penegakan KEPPH: perlu ada kejelasan batas 
pelanggaran teknis yudisial dengan pelanggaran 
petilaku/etik, rekomendasi yang tidak drtindaklanjuti 
dan apa konsekwensinya, transparansi/publikasi 
putusan hasil pemetiksaan hakim oleh KY, MA dan 
MKH. 

c. Peraturan Bersama MA KY tentang T ala Cara 
Pemetiksaan Bersama: kmeria tentang menarik 
"perhatian publik" dan alasan "mernandang per1u dari 
MA dan KY", per1u diatur bagaimana kriterianya. Per1u 
juga diatur/drtentukan bagaimana pemeriksaan 
oelanooaran yano dilakukan oleh Pimoinan MA. 

Masalah mendasar peratl.l"an pelaksana UU KY adalah: 

a. dualisme pengawasan (turnpang tindih), pengawasan 
internal dan ekstemal dengan obyek yang sama yaitu 
hakim; 

b. tidak ada batas/kritetia (m�sir leknis yudisial), 
sehingga menimbulkan multitafsir terutama dalam 
konteks penerapan Pasal 12 maupun Pasal 14, prinsip 
berdisiplin tinggi dan prinsip profesional; 

c. ouput pengawasan dalarn bentlJ< rekomendasi (tidak 
ditindaklanjuti) yang cenderung tidak direspon atau 
tidak drtindaklanjuti; 

d. transparansi putusan pelanggaran KEPPH (minimnya 
dukungan/kontrol pub/ik), karena tidak transparan 
maka dukungan atau kontrol l)Ublik meniadi minim. 

12. Disharmoni uu KY 
dengan uu 

Kekuasaan 
Kehakiman dan uu 

MA. 

Ada disha!mcnl pereturan peialwma UU KY dengan 
pernluran peru�gan lainnya. Dahm hal inl UU 
KY, UU Kelnlll"""" Kehakiman dan UU MA. lldsk liamya 
d"'111an peraturan perundang.undangan, namun Jugs 
belum :sesual d""ll"" ..manah konstttu&i UUD 19'15. 
Konstitusi mengamanahkan pengawasan dalam rangka 
menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran 
martabat serta perilaku hakim, hanya kepada KY. Namun 
penjabaramya dalam peraturan pelaksana maupun UU, 
pengawasan tersebut dibetikan tidak secara absolut 
kepada KY. Konsekwensinya membuat KY tidak bisa 
melaksanakan, memutus dan mengeksekusi sendin 
seluruh kewenangannya. Seperti dalam seleksi Hakim 
Agung, KY harus menyetor nama-nama calon Hakim 
Agung kepada DPR RI untuk diputuskan. Dalam konteks 
pengawasan hakim, KY juga harus merekomendasikan 
kepada MA n...,a-nama yang dianggap melakukan 
pelanggaran kode etik dan yang harus diberhentikan. Bila 
daoat disimoulkan, KY mMadi lembaga konstitusi vane 

461 

Anallsis Dan Evaluasi Undonc-Undang Namor 22 Tihun 2004 Tentang Komisi Yudislal 
Sebapimona Telah Dlubih � Undil�ng Nomor 18 Tahun 2011 ... 

Pusot- Pelabanaan lJnobns-Undanc lladon Keahlian Selcroloriot Jenderal DPR RI 



NO 

13. 

14. 

POIN PEN11NO 

Dampak perubahan 
kepemimpinan di KY. 

Masukan Lerluit 

dualisme pengawas 
an. 

PENJELASAN 

paling lemah d1antara lembaga-lembaga negara lainnya. 
Meskipun ditegaskan1 kemandirian dan kewenangannya, 
namun dalam pelaksanaannya tidak sejalan dengan 
semanaaUs, irit dari UUD 1945. 

Tidak dipungkiri pula adanya dinamika perubahan 
kepemimpinan di KY bisa berpengaruh terhadap 
kebijakan-kebijakan atau keputusan yang diambil 
sebelumnya. Hal ini bisa disebabkan adanya perbedaan 
gaya karakter pada m,sing-masing anggota KY. 
Adapun di KY kepUWsan yang diambil sifatnya kolektif 
kolegial, arlinya ketua dalam mengambil keputusan tidak 
bisa mengambil �iri keputusan, tetapi harus ada 
kesepakatan antara al,ggota KY yang lainnya. Begitu pula 
dengan MA, tentu saja ketua MA tidak akan mengambil 
keeetusen sendiri. 
Untuk mengakhiri dyalisme pengawasan ini dan agar 
masalah tidak timbul lagi di kemudian hari maka harus 
meletakkan kembali �ada semangat yang sudah diatur 
dalam Pasal 248 UUD 1945, bahwa dalam konteks 
menjaga dan menegakkan keluruhan martabat serta 
perilaku hakim itu adalah tugas KY, bukan tugas lerrbaga 
yang lain. Akan menjadi beban tersendiri bagi MA kalau 
seluruh urusan "°ganisasi, administrasi sampai 
pengawasan dipegang sendiri oleh MA. Tugas yudisialnya 
akan menjadi tidak 

I 
efektif dan elisien karena akan 

terbebani dengan urusan-urusan semacam itu. Alangkah 
baiknya jika urusan t'lfkart perilaku hakim itu diserahkan 
sepenuhnya kepada KY, sebab hal ini akan merrbantu MA 
dalam konleks menjal�nkan tugas--tugas peradilannya dan 
juga mernperjelas lwlgsi pengawasan hakim. 
Tidak dipungkiri terka� peran KY dan MA ada kesan win­ 

win solusion diantara �A dan KY. Mau tidak mau harus 
dilakukan perubahan kerrbali untuk bisa meletakkan posisi 
KY sehingga tidak menjadi kesan sub ordinal dan MA, jika 
perlu dirumuskan dalam UU, baik UU KY ataupun UU 
Jabatan Hakim. , 

15. Masukan terkait Output pengawasan I harus diperkuat. tidak sekedar 
rekomendasi tapi berupa putusan yang bisa dieksekusi 
langsung oleh MA m,upun Presiden. Conteh beberapa 
negara dimana putusah KY itu bisa dieksekusi. baik oleh 
Presiden maupun M)'I, tanpa harus ada proses-proses 
lainnya Jedi diserahkan sepenuhnya kepada KY dan 
kewenangan diperku'!I dengan output tidak sebatas 
rekomendasi. 

output pengawas 
an 

16. Persinggungan objek 
pengawas 
an MA dan KY 

1. Pertimbangan MA sama dengan pertimbangan 
putusan MK tahun 2006 tentang UU KY, bahwa 
sekalipun KY memiliki bukli-bukti dalam penelusuran 
rtu ada indikasi b"'1wa ada perbuatan perilaku bi sa 
merjadi pengawasan perilaku yang dilakukan oleh KY. 
Di sisi lain ada k,'idakkonsistenan dari MA sendiri, 
dalam pulusannya

1 
yang mengatakan derrikian tapi 

dalam peraturan bersama berkata lain. 
2. Merrana tidak mudah untuk menerrukan dalam 
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NO POIN PEMTING PENJELASAN 

ponekJslnn ....., puluUn - indil<Di pelangg.-an 
elik. H8nya KY ym,g tahu benlasartcan halil 
penelusu...,, dan invesligasinya. 

Mengenai prosemya, di Slllu mi bisa dirumuskan 
dai.n perallnn benlma dan hula.m ac.-anya 
memunglcinkan hal tenebul. Di liti lain terbuka juga 
lunHalglarml kalal ada lunksi dlllan prmes yudisi.11 
yang normal, i-t pengajuan banding, kasasi, atau 
PK kmlilla tsjadi kelteliruan yang nyalll tshadap 
pell&..,., � bahkan oleh saorang hakim 
agung. 

CClnloh *"- Al1qo Alkosla", wal•"' ,n dia seorang 
hlllcim agimg yang sm,gat dketahui inlegrilaanya, 
pemah melakukM kekeliruan dengan mengulip pasal 
yang IUdah dbal+.an oleh MK dalmn putusan 
1casa .. nva. Kemudiml puklaan tenebul dikareksi 
kemball d""""" PK 

Anll*Don..._.11 .. C II 1 c-DlWllmal ...... -111111111 
5e't pl ..... Tlllh Dlulllh 1111.pn ...... llnilll;_ 11.,....... :IIIU-. 
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BABIV 
ANALISIS PERATURAN PEL,'KSANAAN 

UNDANG-UNDANG TENTANG K()MISI YUDISIAL 

Dalam perjalanannya, UU KY beberapa kali diujimaterikan di MK 
yang diputus. KY tidak la�i �erwenang melakrkan pengawasan terhadap 
penlaku Hakim MK. Selam itu caloo anggota KY yang diajukan ke DPR 
RI tidak lagi 21 (dua puluh satu) calon untuk dipilih 7 (tujuh) calon 
melainkan 7 (tujuh) calon untuk disetujui atiiu tidak disetujui oleh DPR 
RI. 

I  Berdasarkan Putusan MK tersebut, KY masih berwenang untuk 
mengawasi perilaku Hakim Agung dan hakim pada badan peradilan yang 
berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan 
peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata 
usaha negara, dan hakim pada pengadilan �husus yang berada dalam 
lingkungan peradilan tersebut. 1 

Kewenangan pengawasan terhadap I perilaku hakim tersebut 
kemudian dibakukan dalam pedoman yang 

1
�itetapkan dalam KEPPH 

sebagai keputusan bersama KY dan MA. Aaapun keputusan bersama 
tersebut dituangkan dalam Keputusan Bersama Ketua MA - KY tentang KEPPH, yang ditetapkan di Jakarta pada tang�al 8 April 2009. 
A. Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedbman Perilaku Hakim 

a. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 36 P/Hum/2011 
Bahwa secara historis pengawaJ.n hakim, khususnya kode 

etik diatur dalam Pasal 19 UU KY jo. I Pasal 81 B UU MA. Bunyi pasal 81 B adalah KEPPH harus suda� ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak UU ini ditetapkan. Sel;>elum KEPPH disusun, MA 
dan KY mempelajari Pedoman Perilaku Hakim yang telah dibuat oleh MA dengan SK KMA Nomor 104iA/SK Xll/2006 tanggal 22 Desember 2006. Selain itu MA dan � juga melihat kode etik 
dalam The Bangalore Principles of Jud'Fial Conduct.35 Tepat pada 
tahun 2009, beberapa bulan pasca UU I MA disahkan, MA dan KY 
menyepakati Keputusan Bersama Ketui MA - Ketua KY tentang 
KEPPH yang berisi 10 prinsip. 

I 

35 lkhsan Azhar, dkk., Proceeding Simposium The Lile a..etl...n Legal Error and Misconduct of 
Judge, Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, 2017, h"!, 16. 
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Seiring berjalannya waktu, dari 1 O prinsip KEPPH tersebut, 
Butir B dan Butir 1 O KEPPH dipandang oleh MA sebagai teknis 
yudisial yang kemudian oleh beberapa pihak diajukan JR kepada 
MA. sementara menurut KY, kedua butir tersebut tidak termasuk 
ranah teknis yudisial dan sudah tepat menjadi indikator untuk 
mengawasi perilaku hakim. 

Adapun yang rnenjadi objek permohonan ialah Butir B 
KEPPH mengenai Berdisiplin Tinggi dan Butir 10 KEPPH 
mengenai Bersikap Profesional pada Keputusan Bersama Ketua MA 
- Ketua KY tentang KEPPH yang menurut pemohon bahwa ranah 
teknis yudisial tidak termasuk ke dalam ranah perilaku hakim. 
Bunyi Butir B KEPPH adalah sebagai berikut: 

Butir 8 KEPPH 

Disiplin bermakna ketaatan pada norma-norma atau 
kaidah-kaidah yang diyakini sebagai panggilan tunur untuk 
mengemban amanah serta kepercayaan masyarakat 
pencari keadilan". Disiplin tinggi akan mendorong 
terbentuknya pribadi yang tertib di dalam melaksanakan 
tugas, ikhlas dalam pengabdian dan berusaha untuk 
menjadi teladan dalam serta tidak menjalankan amanah 
yang dipercayakan kepadanya. 

Penerapan 

B. 1. Hakim berkewajiban mengetahui dan mendalami 
serta melaksanakan tugas pokok sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku, 
khususnya hukum acara. agar dapat menerapkan 
hukum secara benar dan dapat memenuhi rasa 
keadilan bagi setiap pencari keadilan. (* dihapus) 

8. 2. Hakim berkewajiban mengetahui dan mendalami 
serta melaksanakan tugas pokok sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku, 
khususnya hukum acara, agar dapat menerapkan 
hukum secara benar dan dapat memenuhi rasa 
keadilan bagi setiap pencari keadilan. (* dihapus) 

8.3. Hakim harus membantu para pihak dan berusaha 
mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk 
mewujudkan peradilan yang sederhana. cepat dan 
biaya ringan sesuai dengan peraturan perundang­ 
undangan yang berlaku (*dihapus) 
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8.4. Ketua Pengadilan atau Hakim yang ditunjuk, harus 
mendistribusikan kepada Maje/is Hakim secara adi/ 
dan merata, serta menghindari pendistribusian 
perkara kepada Hakim yang memliki konfiik 
kepentingan (*dihapus) 

Butir 10 KEPPH 

Profesional bermakna suatu sikap moral yang dilandasi oleh 
tekad untuk melaksanakan peketjaan yang dipilihnya dengan 
kesungguhan, yang didukung o/eh keahlian atas dasar 
pengetahuan, keterampilan dan wawasan /uas. 

Penerapan: 

10. 1. Hakim harus mengamb17 /angkah-langkah untuk 
memelihara dan meningkatkan pengetahuan, 
keterampi/an dan kua/itas pribadi untuk dapat 
melaksanakan tugas- tugas peradilan secara baik. 
(* dihapus); 

10.2. Hakim harus secara tekun melaksanakan tanggung 
jawab administratif dan beketja sama dengan para 
hakim dan pejabat pengadi/an lain dalam menjalankan 
administrasi peradilan. (* dihapus); 

10.3. Hakim wajib mengutamakan tugas yudisialnya di atas 
kegiatan yang lain secara profesional. (* dihapus); 

10.4. Hakim wajib menghindari tetjadinya kekeliruan dalam 
membuat keputusan, atau mengabaikan fakta yang 
dapat menjerat terdakwa atau para pihak atau dengan 
sengaja membuat pertimbangan yang menguntungkan 
terdakwa atau para pihak dalam mengadili suatu 
perkara yang ditanganinya (*dihapus) 

Pada tanggal 24 Agustus 2011,  4 (empat) orang advokat 
mengajukan uji materi atas Keputusan Bersama Ketua MA - Ketua 
KY tentang KEPPH kepada MA. Melalui Putusan MA Nomor: 36 
P/Hum/2011, uji materi tersebut akhimya diputus pada 9 Januari 
2012 dengan putusan Penerapan Butir 8.1, 8.2, 8.3, dan 8.4 
mengenai Berdisiplin Tinggi dan penerapan Butir 10 . 1 ,  10.2, 10.3,  
10.4 mengenai Bersikap Profesional dinyatakan bertentangan 
dengan UU atau peraturan perundang-undangan tingkat lebih 
tinggi, namun mengenai batang tubuh Butir 8 dan Butir 10 KEPPH 
tetap bertaku, yaitu Pasal 40 ayat (2) dan Pasal 41 ayat (3) UU 
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Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 34A ayat (4) UU MA dan 
dinyatakan tidak sah serta tidak beriaku untuk umum. 

Bahwa yang menjadi permasalahan menurut KY, Keputusan 
Bersama Ketua MA - Ketua KY tentang KEPPH merupakan ranah 
keputusan (beschikking) dan bukan ranah peraturan (regeling) 
yang seharusnya diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. 
Pengaturan JR peraturan perundang-undangan dibawah UU 
terdapat dalam Pasal 31A ayat (2) UU MA jo. Pasal 1 angka 4 
Perma No. 1 Tahun 2011 .  Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim 
perkara a quo berpendapat bahwa dengan menggunakan 
interpretasi teleologis, yaitu metode interpretasi dengan cara 
mengaitkan maksud dan tujuan dari sebuah ketentuan, bentuk 
formal dari peraturan dalam Pasal 8 ayat (2) UU PPP tidak bersifat 
limitatif, tetapi terbuka. Tidak harus dengan penamaan "peraturan" 
saja, tetapi mencakup pula penamaan atau penyebutan lain 
termasuk "Surat Keputusan Bersama", sepanjang keberadaannya 
diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih 
tinggi dan dibuat oleh lembaga yang berwenang. Di samping itu 
Majelis Hakim juga mengemukakan pertimbangan hukum lain, 
yakni hakim tidak boleh menolak perkara dengan alasan 
hukumnya tidak ada, alau hukumnya kurang lengkap, melalnkan 
harus mengadillnya dan tidak ada badan peradilan laln yang 
berwenang secara absolut untuk menyidangkan permohonan hak 
uji matenll kecuali MA. 

Terkait pertimbangan Majelis Hakim perkara a quo, 
merupakan pendapat hakim sebelum memutus perkara. Oleh 
karena pertimbangan hakim maka menjadi kewenangan hakim 
dalam memutus perkara yang tidak dapat dicampuri oleh 
siapapun, sebagaimana diatur Pasal 3 ayat (2) UU Kekuasaan 
Kehakiman. dan putusan JR tersebut bersifat final dan mengikat 
sebagaimana diatur dalam Pasal 31 UU MA. 

b, lmplementasi Pasca Putusan Nomor: 36 PIHUll/2011 

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Keputusan Bersama yang 
telah mendapat putusan uji materi dari MA, ditetapkanlah 
Peraturan Bersama MA - KY tentang Panduan Penegakan 
KEPPH pada 27 September 2012. Peraturan Bersama MA-KY ini 
merupakan KEPPH paska JR yang dimuat dalam bentuk 
Peraturan. Adapun bunyi Butir 8 dan Butir 1 O KEPPH pada 
Keputusan Bersama Ketua MA - Ketua KY tentang KEPPH paska JR 
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dalam Peraturan Bersama MA - KY tJntang Panduan Penegakan KEPPH termuat dalam Pasal 12 dan �asal 14 Peraturan Bersama MA - KY tentang Panduan Per1f9akan KEPPH. Dalam praktiknya, KY menggunakan prinsip umurn Butir 8 dan/atau Butir 10 KEPPH jo. Pasal 12 dan Pasal 11 Peraturan Bersama MA - 
K: tentang Pandu�n Penegakan �EP H bersamaan dengan butir lam. Namun penJatuhan sanks1 ol h KY bagi hakim yang melanggar KEPPH hanya bersifat us�lan/rekornendasi dan tidak selalu dilaksanakan oleh MA karena 1pertimbangan pelanggaran hakum dirnaksud masuk ke ranah teknis (yudisial). Bahwa yang menjadi permasalahan pasca JR dan telah terbitnya Peraturan Bersarna MA - KY tentang Panduan Penegakan KEPPH, belum ada satu kesepakatan antara MA dengan KY rnengenai batasan •teknls

1 
yudisial', sehingga Butir 8 Berdisiplin Tinggi dan Butir 10 Profesional KEPPH pada Keputusan Bersama Ketua MA - Ketia KY tentang KEPPH jo. Pasal 12 dan Pasal 14 Peraturan B rsama MA - KY tentang Panduan Penegakan KEPPH , terja i penafsiran antara MA dengan KY. Oleh karena itu, haruslahl dirnengerti terlebih dahulu batasan "teknis yudisial". Menurut MA, pelanggaran Butir 8 berdisiplin Tinggi dan Butir 

1 O Profesional pada Keputusan Be� Ketua MA - Ketua KY tentang KEPPH jo. Pasal 12 dan Pasal !Peraturan Bersama MA ­  
KY  tentang Panduan Penegakan KEP , merupakan ranah teknis yudisial. Sedangkan menurut KY, B r 8 dan Butir 1 O KEPPH yang penerapannya telah dihapuska\ melalui JR, tetapi tidak dihapuskan. Hal ini menimbulkan m ltitafsir. lmplementasinya terjadi persoalan pelanggaran hukum cara merupakan kategori pelanggaran KEPPH, namun menurut � hal tersebut merupakan teknis yudisial. Menurut Akademisi, batasan "tekiis yudisial" dan "perilaku hakim', haruslah dipahami terlebih ·�ahulu rnengenai makna pertimbangan yuridis. Pertimbangan �uridis ialah pertimbangan hukum hakim sebelum rnemutus _

1
perkara, dimana dalam pertimbangan hukum tersebut terdapat pendapat hakim sebelum memutus perkara. Oleh karena meru;a an pendapat hakim maka menjadi kewenangan hakim dalam mutus perkara yang tidak dapat dicampuri oleh siapun, sebagaim na diatur Pasal 3 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman. Berdasartan pertimbangan hukum tersebut hakim memutus perkara sebagaimana tertuang dalam amar putusan. Amar putusan inilah yang dimaksud substansl 
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putusan hakim. Oleh karenanya, jika terdapat pertimbangan 
yuridis dan substansi putusan hakim yang keliru, maka hakim 
tidak dapat dijatuhi sanksi oleh KY karena merupakan tekrns 
(yuridis}, dan jika KY menemukan kesalahan tersebut demi 
menjaga keluhuran martabat serta perilaku hakim, maka KY dapat 
memberikan informasi terkait dengan kesalahan Hakim dalam 
pertimbangan yuridis dan substansi putusan Hakim tersebut ke 
MA. 

Dalam pertimbangan putusan a quo, pada hal. 39-40, telah 
mempertimbangkan batasan "teknis yudisial" dengan "wilayah 
perilaku" sebagai berikut: 

. . .  terkait butir 8 Berdisiplin tinggi, Rumusan ini tidak memuat 
sebuah cakupan tentang perilaku (behaviour) tetapi soal 
pengetahuan atau pemahaman yang masuk ke wi/ayah 
kognitif. 0/eh sebab itu, ha/ ini tidak termasuk ke dalam 
wilayah pengawasan ekstemal Komisi Yudisia/ karena tidak 
termasuk "perilaku� sehingga keberadaan butir B. 1. tidak 
sah karena bertentangan dengan ketentuan dasar atributif 
dan esensi pengawasan atas "perilaku" hakim., terkait 
butir 10, Rumusan ini juga tidak memuat sebuah cakupan 
tentang perilaku tetapi wilayah kognitif juga, terutama 
bagaimana penerapan nukum acara pembuktian. 
sehfngga jika menurut para pihak yang sedang 
barperkara tetjadl kekelfruan dalam membuat keputusan 
pengabaian fakta yang meruglkan para pihak, maka 
para pihak dapat menempuh upaya-upaya hukum acara 

yang berlaku. 

Akan tetapi, Majefis Hakim berpendapat jfka memang 
dftemukan o/eh Komlsf Yudlsfal adanya fndlkasl yang 
didukung oleh bukti-bukti awal yang cukup bahwa 
kekeliruan itu d/fakukan dengan sengaja, masalah fnl 
masuk ke dalam WI/ayah pengawasan "perilaku", balk 
oleh Mahkamah Agung maupun oleh Komis/ Yudisial 
secara sendiri atau bersamaan. 

0/eh sebab itu, rumusan 10.4 perlu diubah dengan 
menambah rumusan kata-kata yang membuktikan indikasi 
adanya kesengajaan. Rumusan Butir 10.4 seperti adanya 
sekarang yang cakupannya sangat kognitif sedangkan 
aspek perilakunya tidak didukung oleh rumusan kata-kata 
yang spesifik mencerminkan "perilaku". Penggunaan 
pengawasan alas dasar butir 10.4 sangat membahayakan 
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kemandirian hakim dan ha/ inf bertentangan dengan 
ketentuan Pasal 39 ayat (4) UU No. 48 tahun 2009 yang 
merupakan pilar utama sistem lperadilan yang mandiri 
(independency of judiciary). i 

Menurut Akademisi, KY serta llh, sebagai solusi batasan teknis yudisial dengan perilaku dan agtr penggunaan Butir 8 serta Butir 1 0 KEPPH pada Keputusan Be�ama Ketua MA - Ketua KY tentang KEPPH jo. Pasal 12 dan Pasal 14 Peraturan Bersama MA - KY tentang Panduan Pen,egakan KEPPH dapat diimplementasikan oleh MA dan KY d�ngan baik, maka dilakukan Perubahan Peraturan Bersama MA - KY tentang Panduan Penegakan KEPPH dengan memasukfn rumusan norma sebagai amanat Putusan a quo. Jika pelanggaran Butir 8 dan Butir 1 o KEPPH terdapat adanya unsur kesenqaiaan, dan memang ditemukan oleh KY adanya indikasi ya�g didukung oleh bukti-bukti awal yang cukup bahwa kekeliruan itu 
1
dilakukan dengan sengaja, masalah ini masuk ke dalam wilayah pengawasan "perilaku", baik oleh MA maupun oleh KY secar
1 

sendiri atau bersama. Sedangkan menurut MA, terkait pelan garan yang bersifat teknis yudisial, seharusnya dilakukan pemeriksaan bersama sebagaimana amanat Pasal 16 Pefclluran Bersama MA - KY tentang Panduan Penegakan KEPPH yang sampai saat ini belum bisa dilaksanakan. Berdasarkan uraia� diatas, Keputusan Bersama 
Ketua MA - Ketua KY tentang KEPPH jo

1 
Peraturan Bersama MA - 

KY tentang Panduan Penegakan KEPPH terkait rumusan teknis yudisial dan perilaku hakim, belum mep,enuhi asas pembentukan 
peraturan perundang-undangan yang I baik sebagaimana diatur 
dalam Pasal 5 UU PPP khususnya asas kejelasan rumusan yang 
berdampak pada adanya perbedaan J¥lllafsiran antaran MA dan 
KY mengenai "teknis yudisial". 

I 

B. Tata Cara Pemeriksaan Bersama 

Meskipun berdasarkan Pasal 248 ayat (1) UUD NRI Tahun 
1945 dinyatakan bahwa Komisi Yudisial , mempunyai wewenang 
dalam rangka menjaga dan menegakkanj kehormatan, keluhuran 
martabat, serta perilaku hakim, narnup apabila mencermati 
konstruksi Pasal 24A ayat (1) UUD NIRI Tahun 1945 yang berbunyi • Mahkamah Agung berwenang I mengadili pada tingkat 
kasasi, menguji peraturan perundang-und,ngan di bawah undang­ 
undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang 

I 
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lainnya yang diberikan undang-undang",36 maka dapat 
dipahami bahwa MA juga diberikan kewenangan atribusi oleh 
UUD NRI Tahun 1945 untuk mengatur wewenang lain dalam 
undang-undang seperti melakukan pengawasan terhadap hakim. 

Sehubungan dengan kewenangan atribusi tersebut, 
diundangkanlah UU MA. Pasal 32 MA rnengatur sebagai berikut: 

Pasal 32 UU MA 

(1) Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi 
terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua badan 
peradilan yang berada di bawahnya dalam 
menyelenggarakan kekuasaan kehakiman. 

(2) Selain pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi 
terhadap pelaksanaan tugas administrasi dan keuangan 

(3) Mahkamah Agung berwenang untuk meminta keterangan 
tentang hat-ha/ yang bersangkutan dengan teknis peradilan 
dari semua badan peradilan yang berada di bawahnya. 

(4) Mahkamah Agung berwenang memberi petunjuk, teguran, 
atau peringatan kepada pengadilan di semua badan 
peradilan yang berada di bawahnya. 

(5) Pengawasan dan kewenangan sebagai dimaksud pada ayat 
(1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak boleh mengurangi 
kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. 

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, MA memiliki 
wewenang unluk melakukan pengawasan tertinggl terhadap 
penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradllan yang 
berada di bawahnya dalam rnenyelenggarakan kekuasaan 
kehakiman. Dengan demikian wewenang pengawasan yang 
dlmillkl oleh MA berdasarkan kewenangan atribusi tersebut dapat 
dikatakan berinsan dengan wewenang Komisi Yudisial dalam 
rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran 
martabat, serta perilaku hakim. 

Terkail dengan irisan wewenang pengawasan antara MA dan 
KY, Pasal 32A UU MA beserta penjelasannya mengatur sebagai 
berikut: 

36 Keterangan cetak tebal dari penulis. 
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Pasal 32A UU MA 

(1) Pengawasan internal atas tingkah /aku hakim agung 
di/akukan a/eh Mahkamah Agung. 

( 1) Pengawasan ekstemal atas perilaku hakim agung 
dilakukan a/eh Kamisi Yudisial. 

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 
ayat (2) berpedaman kepada kade etik dan pedaman 
perilaku hakim. 

(3) Kade etik dan pedaman perilaku hakim sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) ditetapkan a/eh Kamisi Yudisial 
dan Mahkamah Agung. 

Penjelasan Pasal 32A UU MA 
(2) Pengawasan internal atas tingkah laku hakim agung masih 

diperlukan meskipun sudah ada ada pengawasan 
ekstemal yang dilakukan a/eh Kamisi Yudisial. Hal ini 
dimaksudkan agar pengawasan lebih kamprehensif 
sehingga diharapkan kehannatan, keluhuran martabat, 
serta perilaku hakim betul-betul dapat terjaga. 

(3) Cukup jelas. 
(4) Cukup jelas. 
(5) Cukup jelas. 

Berdasarkan ketentuan Pasal 32A UU MA beserta 
penjelasannya tersebut, diketahui bahwa terdapat penggunaan 
istilah pengawasan internal yang dibedakan dengan pengawasan 
eksternal. Pengawasan internal dilakukan oleh MA terhadap 
tingkah laku hakim agung, sedangkan pengawasan eksternal 
dilakukan oleh KY terhadap perilaku hakim agung. 

Lebih lanjut, penggunaan istilah pengawasan internal dan 
pengawasan eksternal juga diterapkan dalam UU Kekuasaan 
Kehakiman, UU Peradilan Umum, UU Peradilan Agama, dan UU 
PTUN yang dijabarkan dalam Tabel 11 sebagai berikut: 

Analisis Dan Evaluasi Undang-Undanc - 22 Tahun 2004 Tentanc - Yudislal 
Sebapimana Telah Diubah Denpn llndallg-Undanc -18 Tahun 2011 •.. 

Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian Sekrelariat Jenderal DPR RI 157 



Table 10. 
Perbandingan penggunaan istilah pengawasan internal dan 

pegawasan ekstemal berdasarkan UU Kekuasaan Kehakiman, 
UU Peradilan Umum, UU Peradilan Agama dan UU PTUN 

UU KEKUASAAN 

KEHAKIIIAN 

Paul39 
ayat (3) 

Pengawasan 
internal atas 
tingkah /aku ha/am 
dilakukan o/eh 
Mahkamah 
Agung. 

Paul 40 
ayi,t (1) 

Da/am rangka 
menjaga dan 
menegakkan 
kehormatan, 
keluhuran 
martabat, serta 
peri/aku hakim 
dilakukan 
pengawasan 
ekstemal o/eh 
Komisi Yudisial 

Paul 41 
ayi,t (1) 

Da/am 
me/aksanakan 
pengawasan 
sebagaimana 
dimaksud da/am 
Pasal 39 dan 
Pasal 40, Komisi 
Yudisial danlatau 
Mahkamah Agung 
wajib: 
a. menaati 

nomra dan 
peraturan 
perundang­ 
undangan; 

b. ber,_.'ioman 

UU PERADILAN 

UIIUII 

Paul 13A 
ayat (1) 

Pengawasan 
internal alas 
tingkah laku hakim 
dilakukan o/eh 
Mahkamah Agung. 

Pasa.113A 
ayn (2) 

Se/ain pengawasan 
sebagaimana 
dimaksud pada 
ayat (1), untuk 
mef!iaga dan 
menegakkan 
kehormatan, 
keluhuran 
martabat, serta 
peri/aku ha/am, 
peng-asan 
ekstemal 
perilaku 
dilakukan 
Komisi Yudisial 

UIJ PERAOILAN 
AGAIIA 

Paul 12A 
ayat (1) 

Pengawasan internal 
alas lingkah laku 
hakim di/akukan o/eh 
Mahkamah Agung. 

Pasal 12A 
.,. (2) 

Se/ain pengawasan 
sebagaimana 
dimaksud pada ayat 
(1), urtuk menjaga 
dan menegakkan 
kehormalan, 
keluhuran martabat, 
serta periaku hakim, 
pe�asan 
ekstemal alas 
perilaku hakim 
dilakukan o/eh Komisi 
YudisiaL 

lAJ PERADILAN 

TATAUSAHA 
NEGARA 

Pasal13A 
ayat (1) 

Pengawasan 
internal alas 
tingkah /aku ha/am 
dilakukan o/eh 
Mahkamah Agung. 

Pasal 13A 

ayn (2) 

Selain pengawasan 
sebagaimana 
dimaksud pad a 

ayat (1), untuk 
mef!iaga dan 
menegakkan 
kehormatan, 
keluhuran 
martabat, serta 
perilaku ha/am, 
pengawasan 
ekstemal alas 

perilaku ha/am 
dllakukan oleh 
Komisi Yudisial. 

alas 

ha/am 
o/eh 
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UU KEKUASAAN UU PERAOILAN UU=LAN UU PERACNL.AN KEHAKIMAN UMUM AG A TATAUSAHA 
NEGARA 

pada Kade 
Etik dan 
Pedoman 
Perilaku 
Hakim; dan 

c. menjaga 
kerahasiaan 
keterangan 
atau informasi 
yang 
dioeroleh. 

Bahwa berdasari<an beberapa ketentuan pasal tersebut 
terdapat kesimpulan, baik KY maupun MA memiliki kesamaan 
wewenang untuk mengawasi Hakim dengan berpedoman pada 
KEPPH. Terhadap kesamaan wewenang tersebut, dalam 
kenyataannya memunculkan perbedaan pendapat atau hasil 
pengawasan antara KY dan MA. Pada saat KY memutus bahwa 
Hakim melakukan pelanggaran perilaku, MA kemudian memutus 
bahwa Hakim tidak melakukan pelanggaran perilaku, melainkan 
teknis yudisial. Oleh karena itu diatur1ah pengaturan mengenai 
pemeriksaan bersama dalam UU Peradilan Umum, UU Peradilan 
Agama, UU PTUN, dan LIU KY sebagaimana dirangkum dalam 
Tabel 12 berikut: 

Table 11 .  

Perbandingan pengaturan mengenai pemeriksanaan bersama 
berdasarkan UU Peradilan Umum, UU Peradilan Agama, 

UU PTUN dan UU KY 

UU PERAOILAN UU PERAOILAN UU' uu 
UMUM A GAMA PERACNLAN TATA KOMISI YUCNSIAL 

USAHA NEGARA 
Pasal 13C Pasal 12C Pasal13C Pasal22E 

ayat (2) ayat (2) ayat (2) ayat (2) 
Dalam ha/ Dalam ha/ Da/am ha/ terdapat Da/am hat terjadi 
terdapat terdapat perbedaan antara perbedaan 
perbedaan antara perbedaan antara hasi/ pengawasan pendapat antara 

hasil pengawasan hasi/ pengawasan internal yang Komisi Yudisia/ dan 
intemal yang internal yang di/akukan oleh Mahkamah Agung 
dilakukan a/eh di/akukan oleh Mahkamah Agung mengenai usu/an 
Mahkamah Agung Mahkamah Agung dan hasil Komisi Yudisia/ 
dan hasil dan hasil pengawasan tentang penjatuhan 
pengawasan pengawasan ekslema/ yang sanksi ringan, 
ekstemal yang ekstemal yang dilakukan oleh Komisi sanksi sedang, dan 
dilakukan oleh di/akukan a/eh Yumsial. -meriksaan sanksi berat selain 
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Korrisi Yudisial, Korrisi Yudisial, bersama di/akukan ssbagaimana 
pemeriksaan pemeriksaan oleh Mahkamah dimaksud da/am 

bersama bersama Agung dan Korrisi Pasa/ 220 ayat (2) 
cli/akukan o/eh dilakukan oleh Yudisial. hunL c angka 4 dan 
Mahkamah Agung Mahkamah Agung angka 4, cli/akukan 
dltn Kormi cl;,n Korrisl pememcsaan 
Yud.,ial, Yuclis.i!I. bersama antara 

Komisi Yuclisial clan 
Mahkamah Agung 
terhadap Hakim 
wna bersa=kutan. 

Selanjutnya, ketentuan mengenai tata cara pemeriksaan 
bersama antara KY dan MA diperintahkan Pasal 22E ayat (4) UU 
KY untuk diatur secara bersama oleh KY dan MA. Amanah pasal 
tersebut telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Bersama MA - KY 
tentang Tata Cara Pemeriksaan Bersama yang ditetapkan pada 27 
September 2012 dan diundangkan pada 29 Oktober 2012. 

Peraturan Bersama MA - KY tentang Tata Cara Pemeriksaan 
Bersama yang sampai saat ini telah 8 (delapan) tahun lebih 
ber1aku, menurut KY dan MA belum pemah sekalipun 
diimplementasikan sehingga dapat dikatakan tidak berjalan efektif. 
Adapun yang menjadi pokok permasalahan belum dapat 
dilaksanakannya peraturan bersama tersebut berdasarkan 
informasi dari Badan Pengawas Mahkamah Agung, di antaranya 
karena KY melaksanakan pemeriksaan secara mandiri ter1ebih 
dahulu, baru kemudian apabila dalam prosesnya ditemukan unsur 
yang seharusnya dilakukan pemeriksaan bersama, KY meminta 
MA untuk melakukan pemeriksaan bersama. Hal tersebut tidak 
dikehendaki oleh MA sebab MA menginginkan pemeriksaan 
bersama dilakukan sejak awal dimulainya pemeriksaan. 

Ditambahkan oleh Badan Pengawas Mahkamah Agung, 
bahwa KY dalam pemeriksaan yang dilakukannya secara mandiri, 
ditujukan pada prinsip berdisiplin tinggi dan prinsip bersikap 
profesional yang kemudian disampaikan rekomendasi 
pemeriksaannya kepada MA untuk dijatuhi sanksi etik atau 
meminta MA untuk mengesahkan pemeriksaan tersebut. Namun 
MA berpendapat bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh KY 
kerap berpotensi melanggar prinsip kebebasan hakim dalam 
memeriksa dan memutus perkara. 

Persoalan lain yang turut memengaruhi efektivitas Peraturan 
Bersama MA - KY tentang Tata Cara Pemeriksaan Bersama 
terdapat pada substansi peraturan yang belum secara detail 
mengatur mengenai komposisi tim pemeriksa bersama. Hal ini 
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sebagaimana dikemukakan oleh Badan Pengawas Mahkamah 
Agung dan KY bahwa susunan tim pemeriksa bersama yang terdiri 
dari 4 (empat) orang anggota, masing-masing 2 (dua) orang dari 
MA dan 2 (dua) orang dari KY37 masih menyisakan perbedaan 
persepsi. Dalam sudut pandang MA, dengan memperhitungkan 
jumlah Hakim Agung yang terbatas tapi beban kerja yang harus 
menyelesaikan tumpukan perkara, maka Ketua MA 
mendelegasikan tugas pengawasan hakim kepada Hakim Tinggi 
Pengawas pada Badan Pengawasa11 Mahkamah Agung 
Mahkamah Agung. Namun dalam perspektif KY, pendelegasian 
tersebut tidak tepat karena KY diwakili oleh Komisioner yang 
selevel dengan Hakim Agung sebagai pejabat negara. 

Sejatinya apabila argumentasinya demikian, berdasarkan 
Pasal 122 huruf e dan huruf h Undang-Undang Nomor 5 Tahun 
2014 tentang Aparatur Sipil Negara diatur bahwa Ketua, Wakil 
Ketua, Ketua Muda dan Hakim Agung pada MA serta Ketua, Wakil 
Ketua, dan Hakim pada semua badan peradilan kecuali Hakim Ad 

Hoc sama seperti Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota KY, yang juga 
termasuk pejabat negara. Oleh karena itu, argumentasi komisioner 
hanya selevel dengan Hakim Agung sebagai pejabat negara 
sebagai tim pemeriksa bersama menjadi tidak relevan. Ter1ebih 
menurut Akademisi Universitas Sahid, secara pengetahuan/teori 
dan pengalaman/praktik, Hakim Tinggi justru memiliki kelebihan 
apabila dibandingkan dengan Komisioner KY yang ber1atar 
belakang selain mantan Hakim. Berkaitan dengan hal tersebut, 
menurut KY, jumlah komisioner KY yang hanya 7 (tujuh) orang 
dibandingkan dengan jumlah Hakim Tinggi Pengawas pada Badan 
Pengawasan Mahkamah Agung tentu akan kewalahan jika 
diharuskan untuk menangani seluruh pemeriksaan bersama. 

Terhadap persoalan pengaturan mengenai tim pemeriksa 
bersama tersebut, MA, KY, dan Akademisi memberikan 
rekomendasi agar Peraturan Bersama MA - KY tentang Tata Cara 
Pemeriksaan Bersama menambahkan pengaturan mengenai 
kesekretariatan sebagaimana kesekretariatan pada Majelis 
Kehormatan Hakim, kemudian tata kerja tim pemeriksa bersama, 
dan pengambilan keputusan penjatuhan sanksi. 

lnformasi terkait pennasalahan substansi juga disampaikan 
oleh ILR yang menyoroti Pasal 2 ayat (2) huruf c Peraturan 

37 Pasal 9 Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Kamisi Yudisial Namer 03/PBIMA/IX/2012 - 
03/PB/P.KY/09/2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bersama. 
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Bersama MA - KY tentang Tata Cara Pemeriksaan Bersama. 
Adapun pasal tersebut selengkapnya sebagai berikut: 

Pasal 2 ayat (2) 

Pemeriksaan bersama dapat pula di/akukan dalam ha/: 
a. terdapat laporan yang sama yang diajukan atau 

ditembuskan kepada Mahkamah Agung dan Komisi 
Yudisial; 

b. diketahui terdapat satu permasalahan yang sama yang 
masih dilakukan pemeriksaan oleh Mahkamah Agung atau 
Komisi Yudisial; atau 

c. terdapat informasi 
perhatian publik 
memandang perlu 
bersama. 

Menurut ILR, frasa "menarik perhatian publik" dan frasa 
"masing-masing lembaga memandang pertu untuk melakukan 
pemeriksaan bersama· pertu diberikan penjelasan secara rinci 
agar tidak diinterpretasikan secara subjektif oleh masing-masing 
pihak baik MA maupun KY. 

T erkait dengan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Bersama MA - KY 
tentang Tata Cara Pemeriksaan Bersama, KY dan akademisi 
memberikan saran bahwa seharusnya dibangun sistem laporan 
masyarakat yang terintegrasi pada MA dan KY. Melalui sistem 
tersebut, akan mempermudah koordinasi antara kedua lembaga 
pengawas hakim. Dengan demikian, ke depannya tidak terjadi lagi 
"kejar-kejaran• dalam memeriksa suatu laporan sehingga 
pengawasan yang dilakukan kedua lembaga untuk menjaga 
kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim dapat 
berjalan dengan lebih efektif dan efisien. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik benang merah 
bahwa belum dapat diimplementasikannya Peraturan Bersama MA 
- KY tentang Tata Cara Pemeriksaan Bersama disebabkan oleh 
belum lengkapnya substansi mengenai susunan tim pemeriksa 
bersama dalam Pasal 9 tidak memenuhi asas pembentukan 
peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana diatur 
dalam Pasal 5 UU PPP khususnya asas dapat dilaksanakan. 

Selain itu subtansi pemeriksaan bersama berdasarkan 
informasi dan/atau laporan yang menarik perhatian publik serta 
dipandang pertu oleh masing-masing lembaga pengawas hakim 
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untuk melakukan pemeriksaan bersama dalam Pasal 2 Peraturan 
Bersama MA - KY tentang Tata Cara Pemeriksaan Bersama, juga 
tidak memenuhi asas pembentukan peraturan perundang­ 
undangan yang baik sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, khususnya asas 
kejelasan rumusan yang berakibat pada penafsiran yang berbeda 
antara MA dan KY. 

Terhadap ketidaksesuaian substansi materi Pasal 2 ayat (2) 
dan Pasal 9 Peraturan Bersama MA - KY tentang Tata Cara 
Pemeriksaan Bersama tersebut, seluruh narasumber yang terdiri 
dari KY, MA, akademisi, dan ILR merekomendasikan untuk 
mengubah peraturan bersama dimaksud, khususnya terkait 
dengan mekanisme pemeriksaan bersama dan susunan tim 
pemeriksa bersama, agar dapat diimplementasikan untuk 
menunjang pengawasan yang dilakukan KY dan MA dalam 
menjaga kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. 

c. Tata Cara Pemilihan Pimpinan Komisi Yudisial 

1. Kewenangan Delegasi pada Komisi Yudisial 

Pembentukan peraturan perundang-undangan berawal 
dari adanya kewenangan pembentukan peraturan perundang­ 
undangan yang secara prinsip terdiri dari dua kewenangan. 
yaitu atribusi dan delegasi. Atribusi kewenangan pembentukan 
peraturan perundang-undangan (attributie van 
wetgevingsbevoegdheid) adalah pemberian kewenangan 
membentuk peraturan oleh Grondwet (UUD) atau oleh Wet 
(Undang-Undang) kepada suatu lembaga negara atau lembaga 
pemerintahan, baik di tingkat pusat atau daerah. Delegasi 
kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan 
(delegatie van wetgevingsbevoegdheid) adalah pelimpahan 
kewenangan membentuk peraturan yang dilakukan oleh 
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kepada 
peraturan perundang-undangan yang lebih rendah." 
Pemberian kewenangan terkait dengan tata cara pemiiihan 
pimpinan di Komisi Yudisial juga telah diakomodir didalam UU 
KY. 

38Maria Farida lndrarti, nmu Perundang-Undangan, hal. 55- 56. 
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Tata cara pemilihan pimpinan Komisi Yudisial secara 
eksplisit diatur didalam pasal 7 UU KY yang berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal7 

(1) Pimpinan Komisi Yudisial dipilih dari dan oleh Anggota 
Komisi Yudisial. 

(2) Ketentuan mengenai tata cara pemilihan pimpinan 
Komisi Yudisial diatur oleh Komisi Yudisial. 

Ketentuan tersebut diatas telah merumuskan pendelegasian 
terkait dengan tata cara pemilihan pimpinan KY yang secara 
tegas terdapat didalam frasa "diatur oleh" pada ayat (2) pasal 
tersebut yang berarti bahwa ketentuan Pasal 7 UU KY ini 
merupakan salah satu pasal didalam UU KY yang rnewajibkan 
menerbitkan peraturan delegasi. Pendelegasian yang terumus di 
dalam ketentuan pasal telah memberikan kewenangan kepada 
KY sebagai lembaga yang berwenang mengusulkan 
pengangkatan Hakim Agung kepada DPR RI dan menegakan 
kehormatan dan keluhuran rnartabat serta menjaga per1aku 
hakim sebagaimana yang diatur didalam Pasal 13 UU KY. 
Pendelegasian yang diatur didalam Pasal 7 UU KY tidak secara 
eksplisit mencantumkan jenis peraturan perundang-undangan 
yang harus dibuat/diterbitkan yang bersifat operasional dan 
berisikan ketentuan yang lebih rinci, namun dapat dipastikan 
bahwa pasal 7 UU KY mendelegasikan untuk dibentuknya 
Peraturan KY, yang berarti bahwa UU KY memberikan 
kebebasan kepada KY secara terbatas untuk mengatur 
mengenai tata cara pemilihan pimpinan didalam tubuh KY. 
Secara substansial, tata cara pemilihan pimpinan yang 
dituangkan didalam Peraturan KY memuat suatu mekanisme 
secara rigit terkait dengan lata cara pemilihan pimpinan sebagai 
prosedur yang nantinya akan menjadi acuan/dasar KY untuk 
menentukan pimpinan. 

2. Asas Kejelasan Rumusan Pasal 7 ayat (2) UU KY 

Rumusan delegasi yang diatur didalam Pasal 7 ayat (2) 
UU KY telah tercermin didalam frasa "diatur oleh" namun 
penggunaan frasa tersebut pada prinsipnya lidak diatur didalam 
UU PPP. Penggunaan kalimat perintah dalam pasal yang akan 
mengamanatkan peraturan penmdang-undangan telah diatur 
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didalam Lampiran II UU PPP yang nJengatur bahwa rumusan kalimat perintah pendelegasian adalahlsebagai berikut:39 

a. Rumusan kalimat: "Keterr,uan lebih lanjut 
mengenai ... diatur dengan .. ." di11>akai jika materi muatan yang didelegasikan sebagian sudaf diatur pokok-pokoknya di dalam Peraturan Perundanq-undanqan yang mendelegasikan, tetapi materi mu�an itu harus diatur hanya di dalam Peraturan Perundang-undangan yang didelegasikan dan tidak boleh didelegasikan 1,bih lanjut ke Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah (subdelegasi) b. Rumusan kalimat: "Ketentuan lebih lanjut 
mengenai ... diatur dengan atau b!i!rdasarlcan . .  ."Dipakai jika pengaturan materi muatan tersebwi dibolehkan didelegasikan lebih lanjut (subdelegasi). c. Rumusan kalimat: "Ketentuan m�ngenai ... diatur dengan ... ." Dipakai jika materi muatan yang didelegasikan sama sekali belum diatur pokok-pokoknya di dalam Peraturan Perundang-undangan yang men�elegasikan dan materi muatan itu harus diatur di dalar. Peraturan Perundang­ undangan yang diberi delegasi dan tidak boleh didelegasikan lebih lanjut ke Peraturan Perund.img-undangan yang lebih 
rendah (subdelegasi). I d. Rumusan kalimat: "Ketentuan mengenai ... diatur dengan 
atau berdasarlran ... ." Dipakai liika pengaturan materi tersebut dibolehkan didelegasikan l�bih lanjut (subdelegasi) e. Rumusan Kalimat: "Ketentuan mehgenai ... diatur dalam ... ." Dipakai jika terdapat beberapd materi muatan yang didelegasikan dan materi muatan Jersebut tercantum dalam beberapa pasal atau ayat tetapi kan didelegasikan dalam 
suatu Peraturan Perundang-undangan. 
Jika mengacu pada ketentuanl terkait dengan asas pembentukan peraturan perundanq-undanqen, Pasal 5 huruf f mengatur bahwa salah satu asas dalam peraturan perundang­ undangan adalah kejelasan rumusan, asas ini menggarisbawahi bahwa setiap peraturan perundang-un'1angan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peratur:an perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehinfga tidak menimbulkan berbagai macam inteprertasi dalam pelTksanaanya. Berdasarkan 

39Lampiran II UU PPP. 
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hal tersebut diatas maka penggunaan frasa "diatur oleh" didalam 
Pasal 7 ayat (2) UU KY dapat berpotensi menimbulkan 
kerancuan bagi KY dalam menerjemahkan maksud dari 
ketentuan tersebut. Bahwa Pasal 7 ayat (2) UU KY tidak 
memenuhi asas kejelasan rumusan yang tidak memenuhi 
persyaratan teknis penyusunan sebagaimana diatur didalam UU 
PPP. 

Ketidaksesuaian asas kejelasan rumusan tersebut berdampak 
pada pelaksanaan teknis pada tingkat peratuan delegasi. Pada 
implementasinya ketentuan yang diatur didalam Pasal 7 UU KY 
diartikan sebagai kebebasan KY sebagai lembaga yang 
berwenang dalam menentukan tata cara pemilihan yang tidak 
terbatas pada prosedur teknis pemilihan saja, tetapi juga dapat 
mengatur mengenai masa jabatan pimpinan KY, menurut 
keterangan dari KY bahwa jika mencermati ketentuan Pasal 7 
ayat (1) dan ayat (2) UU KY dapat disimpulkan bahwa sejak 
berdirinya KY sampai saat ini, UU telah memberikan kebebasan 
atau "improvisasr kepada KY untuk mengatur dan menentukan 
sendiri tentang bagaimana tata cara pemilihan pimpinan, 
termasuk menentukan masa jabatan pimpinan KY, baik itu 5 (lima) 
tahun ataupun dapat diadakan setiap tahun sekali. 

Oleh sebab itu, seiring dengan berlakunya UU KY yang 
ditetapkan pada 13 Agustus 2004, KY telah mengeluarkan PKY 
No.1 Tahun 2005 jo. Per KY No.3 Tahun 2005 tentang Perubahan 
alas Per KY No 1 Tahun 2005 lentang Tata Cara Pemflihan 
Pimpinan Komisi Yudisial, kemudian kembali diperbahann dengan 
terbitnya PKY No. 1 Tahun 2010 jo. PKY No. 1 Tahun 2016 dan 
terakhir kembali diperbaharui dengan PKY No. 3 Tahun 2018. 
Secara substansial ketentuan di daJam PKY tersebut telah 
mengakomodir masa jabatan kepemimpinan KY. Landasan yuridis 
masa jabatan pimpinan KY terdapat didalam Pasal 8 ayat (2) yang 
menyebutkan sebagai berikut: 

Pasal 8 ayat (2) 

(2) Pimpinan memegang jabatan selama 2 (dua) tahun 6 
(enam) bu/an dan sesudahnya dapat dipilih kembali 
untuk masajabatan berikutnya. 

Berdasarl<an ketenluan Pasal 8 ayat (2) KY, maka dapat 
dlkatakan bahwa secara substaslal Peraturan KY yang mengatur 
mengenai Tata Cara Pemillhan Pimpinan KY sebagaimana 
lersebut di atas, bertentangan (Conflicting) dengan UU KY. Hal 
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ini dikarenakan norma yang terkaridung didalamnya telah bertentangan dan rnelebihi norma yang terdapat di dalam uu yang rnendelegasikannya, dimana terdapat pengaturan mengenai rnasa jabatan pimpinan yang melebihi batas pendelegasian sebagaimana diatur di l:lalam UU KY yang secara prinsip hanya mendelegasikan pengaturan mengenai tata c:ara pemilihan pimpinan. Hamid S. Attamim menjelaskan bahwa: 

I Pada implementasinya pengaturar rnengenai masa jabatan 
pimpinan KY sebagairnana diatur di l:lalam PKY No. 3 Tahun 2018 yang hanya membatasi masa japatan pimpinan selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan saja �rimplikasi pada dinamika kelembagaan di dalam internal tubuh KY. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh KY yang menyatakaj, bahwa penetapan masa jabatan 5 (lirna) tahun dilatarbelaka11gi dengan kesepakatan Anggota KY yang lebih rnenqedepankan prinsip efisien dan efektif dalam menjalankan tugas fungsi kelembagaan. Namun dengan menggunakan konsep maxim,in (memilih yang terbaik dari kemugkinan buruk) yang dikenlbangkan dari perspektif pilihan rasional, maka perubahan I pengaturan mengenai 
pemilihan rnasa jabatan pimpinan selama 2 (dua) tahun 6 (enam) 
bulan sebagairnana diatur didalam PKY No. 3 Tahun 2018 
merupakan syarat yang mutlak (con,;Jitio sine qua non). Hal 

. . .  dari sisi hierarki atau tata 51.J�nan norma, maka norma 
yang dibentuk kedudukannya lebilj rendah darl pada norma 
yang membentuk dan karena itu flOnna tersebut tidak boleh 
bertentangan dengan nonna yahg membentuknya, yang 
mempunyai kedudukan yang /ebih t1nggi itu. 40 

Peraturan delegasi pada dasamja terikat pada peraturan 
yang memberikan perintah diawal. Ba\k dari jenis peraturan dan 
batasan apa yang akan diatur dalam peraturan delegasi, mengharuskan hanya dalam batasan �ang diperintahkan. Jenis 
peraturan perundang-undangan adal�h tertentu dan terbatas, 
tidak dapat dibenarkan penerima �elegasi mendelegasikan kembali tanpa ada persetujuan dari Pl"mberi delegasi (delegata 
potestas non potest delegan).41 

167 

.. A. Hamid. S. Attamimi, Peran Ksputusan Presiden Repub/J Indonesia Dalam Penyelenggaraan 
Pemetintah Negara, (Suatu studi Ana/isis Mengenai KeRutusan Presiden Yang Berfungsi 
Pengaturan Dalam Kurun Wa/ctu PELJrA 1-PELJrA VJ. hal. 36 . 

., Fitriani Ahlan Sjarif, Gaya Perumusan kalimat PetinJ,, Pembentukan Peraturan yang 
menjalankan delegasi dati Undang-Undang, Journal Paku"'1 Law Review Volume 3, Nomor 2, 

Juli-Desember Tahun 2017, hal. 41. 
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serupa juga disampaikan oleh Badan Pengawasan MA yang 
menyampaikan bahwa seringnya terjadi perganlian 
kepemimpinan di tubuh KY berdampak pada banyaknya 
kesepakatan yang dibuat oleh MA sering berubah dan akhimya 
tidak dapat dilaksanakan. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat 
dipastikan keber1akuan PKY No. 3 Tahun 2018 dapat 
memengaruhi eksistensi KY dalam menjalankan tugas dan 
fungsinya sesuai dengan yang diamanatkan didalam UUD NRI 
Tahun 1945. Namun menurut KY, permasalahan implementasi 
tersebut dapat teratasl dengan adanya pengaturan secara tegas 
di dalam UU KY terkait dengan masa jabalan kepem!mplnan KY 
Hal lni bertujuan agar pelaksanaan kewenangan delegasi yang 
ada pada KY, betel-betul sampai pada aturan teknis dan 
mekanisme mengenai tata cara pemilihan saja, karena masa 
kepemipinan telah diakomodir pada tingkatan UU. 

Permasalahan lain dalam PKY No. 3 Tahun 2018 adalah 
bahwa ketentuan yang mengatur mengenai tata cara pemilihan 
tidak mengakomodir pihak yang mengarnbil keputusan untuk 
menentukan pirnpinan, seperli yang telah dikemukakan oleh KY 
bahwa saat ini peraturan mengenai tata cara pemilihan Pimpinan 
KY per1u diatur kewenangan ketua dan wakil ketua sementara 
dalam hal membuat keputusan, menetapkan ketua dan wakil 
ketua terpilih sebagai Ketua dan Wakil Ketua KY definilif. Hal ini 
diper1ukan mengingat 7 (tujuh) Anggota KY dilanlik secara 
bersama-sama, sehingga belum ada ketua yang berwenang 
untuk menetapkan Keputusan mengenai Ketua dan Wakil Ketua 
KY definllif tersebuL Bahwa keputusan yang dlmaksud 
merupakan keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh peJabat 
yang berkekuatan hukum berdasarkan peraturan perundang­ 
undangan, untuk dapat dikatakan bahwa keputusan yang 
menetapkan Pimpinan KY tidak didasari peraturan perundang­ 
undangan yang benaku, karena secara peraturan perundang­ 
undangan dan teknis pelaksanaanya, tidak ada pihak yang 
memillki kewenangan dalam mengambil keputusan tersebut. 

Ben:lasarka.n informasi tersebut diatas, dapat disimpulkan 
bahwa PKY No. 3 Tahun 2018 belum dapat menjalankan amanat 
Pasal 7 ayal (2) UU KY, dfkarenakan isl substansinya bukanlah 
pengaturan lebrh lanjut yang mengatur secara rigft ketentuan 
norma sebagaimana yang dlamanatkan didalam pasal 7 ayal (2) 
UU KY, melamkan memuat nonna baru dlluar batasan yang lelah 
dltentukan. KeHdaksesuaian norma yang diatur di dalam 
Peraturan KY tersebul juga disebabkan karena ketidakjelasan 
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rumusan norma yang terkandung di Jalam Pasal 7 ayat (2) UU KY dan isi substansi materi UU KY yang dipandang perlu mengatur dengan tegas mengenai masa jabatan Pimpinan KY. Selain itu PKY No. 3 Tahun 2018 juga belum mengakomodir kewenangan pihak yang mengambil keputusan dalam rangka pemilihan Pimpinan KY. 
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BABV 
PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis dan evaluasi rang telah dilakukan oleh 
Puspanlak UU terhadap peraturan pela�sanaan UU KY, terdapat 
beberapa kesimpulan sebagai berikut: 
1 .  lmplementasi peraturan pelaksanaah mengenai pelaksanaan 

wewenang KY sebagaimana diatur dalam UU KY dan berbagai 
amanat undang-undang terkait belum lefektif. 

2. Materi muatan peraturan pelaksanaan sebagai tindak lanjut dari 
amanat UU KY terkait dengan Pand�an Penegakan Kode Etik 
dan Pedoman Perilaku Hakim, Tata Cara Pemeriksaan 
Bersama, dan Tata Cara Pemeriksacjn pemilihan Pimpinan KY 
sudah tidak relevan dengan situasi saat ini. 

3. Peraturan pelaksanaan UU KY per1u qilakukan perubahan. 
Kesimpulan tersebut tergambar dalam poin-poin berikut ini: 
a. Panduan Penegakan Kode Eti� dan Pedoman Perilaku 

Hakim 
Sampai pada saat ini MA maupJn KY belum memiliki satu 
kesepahaman terkait teknis yu(1isial sehingga penerapan 
Pasal 12 dan Pasal 14 Peraturan IBersama MA - KY tentang 
Panduan Penegakan KEPPH belum efektif untuk 
dilaksanakan. Oleh karena itu IPasal 12 dan Pasal 14 
tersebut belum memenuhi asas kejelasan rumusan. 

b. Tata Cara Pemeriksaan Bersam! 
Peraturan Bersama MA - KY tentapq Tata Cara Pemeriksaan 
Bersama belum dapat diimpleniientasikan karena belum 
lengkapnya substansi mengenail susunan tim pemeriksa 
bersama, sehingga tidak rj,emenuhi asas dapat 
dilaksanakan. Selain itu frasa pemeriksaan bersama 
"berdasarkan informasi danlatat laporan yang menarik 
perhatian publik serta dipandang lperlu oleh masing-masing 
lembaga pengawas hakim untu� melakukan pemeriksaan 
bersama" juga tidak memenuhi lasas kejelasan rumusan. 

I  
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sehingga menimbulkan penafsiran yang berbeda antara MA 
dan KY. 

c. Tata Cara Pemilihan Pimpinan Komisi Yudisial 

PKY No.3 Tahun 2018 yang mengatur mengenai masa 
jabatan pimpinan selama 2 tahun 6 bulan secara substansi 
berisikan norma yang melebihi ketentuan di dalam Pasal 7 
ayat (2) UU KY sehingga berdampak pada dinamika internal 
tubuh KY. Hal tersebut disebabkan tidak diatumya ketentuan 
mengenai masa jabatan Pimpinan KY dalam UU KY. Selain 
itu Peraturan KY tersebut juga belum mengatur mengenai 
pihak yang berwenang mengambil keputusan untuk 
menentukan pimpinan. Hal ini diperlukan karena keputusan 
tersebut memiliki kekuatan hukum yang tetap dan 
berdasarkan peraturan perundang-undangan. Oleh karena 
itu dapat disimpulkan Pasal 7 UU KY dan Peraturan KY 
tentang Tata Cara Pemilihan Pimpinan tidak memenuhi asas 
sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan, khususnya asas kejelasan 
rumusan. 

B. Rekomendasi 

1 .  Perlu mengubah Peraturan Bersama MA - KY tentang Panduan 
Penegakan KEPPH yang menjelaskan rumusan atau batasan 
Teknis Yudisial dan Perilaku Hakim. 

2. Perlu dilakukan perubahan Peraturan Bersama MA - KY tentang 
Tata Cara Pemeriksaan Bersama khususnya terkait dengan 
mekanisme pemeriksaan bersama, pembentukan sekretariat 
bersama, dan susunan tim pemeriksa bersama agar dapat 
diimplementasikan untuk menunjang pengawasan yang dilakukan 
KY dan MA dalam menjaga kehormatan, keluhuran martabat, 
serta perilaku haki m. 

3. Perlu dibangun sistem laporan masyarakat yang terintegrasi pada 
MA dan KY untuk mempermudah koordinasi antara kedua 
lembaga pengawas hakim tersebul 

4. Ketentuan mengenai masa jabatan pimpinan di KY perlu diatur di 
dalam UU KY. Selain itu, di dalam materi muatan Peraturan KY 
tentang Tata Cara Pemilihan Pimpinan KY perlu diatur juga 
mengenai penetapan pimpinan definitif dalam bentuk keputusan 
KY. 
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